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Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana  
hukum mengatur transaksi E-Commerce yang di atur dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan kunsumen, Kitab Undang-undang 
Hukum perdata dan Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif. Lokasi penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Univesitas Sebelas 
Maret, perpusatakaan pusat Universitas Sebelas Maret dan pusat studi lainya.jenis 
data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan mengadakan identifikasi atau studi kepustakaan. Analisis data 
mengunakan analisis data kualitatif . 
Beradasarkan penelitian ini dapat di ketahui bahwa hukum yang mengatur 
transaksi E-Commerce diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta 
Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian 
elektronik pada dasarnya sama seperti perjanjian tertulis seperti termaktub dalam 
Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan 
hukum bagi pemilik kartu kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
serta Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan 
demikian, bahwa perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi 
E-Commerce telah memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata serta Rancangan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik dapat memberikan Perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit 
dalam  transaksi E-Commerce, sehingga jika terjadi pelangaran dapat dilakukan 
penyelesaian hukum yang sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Rancangan 
Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik. 
 











A. Latar Belakang 
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan 
perkembangan zaman. Perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya 
perubahan pola pikir dan gaya hidup dalam kehidupan bermasyarakat. 
Teknologi telah mampu mengubah orientasi masyarakat. Masyarakat kini 
mulai meninggalkan cara-cara konvensional dan menggantikannya dengan 
cara-cara yang praktis dan efisien, sesuai dengan segi kepraktisan dan 
kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi. 
Perkembangan teknologi telah merambah ke berbagai bidang 
kehidupan manusia, seperti bidang pendidikan, perdagangan, kesehatan, 
perbankan, asuransi, hiburan dan berbagai bidang lainnya. Salah satu bentuk 
perkembangan teknologi adalah komputer. Komputer kini tidak lagi dapat 
dipisahkan dari semua aktifitas masyarakat, salah satunya nampak dalam 
bidang perbankan. Saat ini, bidang perbankan tidak mungkin dapat beroperasi 
tanpa komputer, komputer bukan lagi merupakan faktor pendukung bagi 
semua aktifitas perbankan tetapi sudah merupakan faktor utama dalam 
aktivitas itu sendiri, karena tanpa komputer segala aktifitas perbankan tidak 
dapat berjalan. 
Bidang lain yang juga menggunakan teknologi informasi adalah 
bidang perdagangan atau bisnis. Saat ini terjadi berbagai perubahan yang 
cukup berarti dalam  bidang perdagangan. Perubahan dalam bidang 
perdangangan terutama terjadi terhadap isi dan bentuk kegiatan perdagangan 
itu sendiri. Perdagangan kini tidak dilakukan secara konvensional yaitu secara 
lisan atau tertulis, tetapi juga dapat dilaksanakan secara elektronik, yaitu 
dengan menggunakan komputer melalui media internet. 
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Internet sendiri  merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi 
informasi yang memungkinkan semua kegiatan  dilakukan dengan 
menggunakan komputer. Ide awal lahirnya internet berasal dari seorang 
ilmuwan bernama J.C.R. Licklider yang memimpikan adanya sebuah jaringan 
global yang saling terkoneksi dengan menggunakan komputer sehingga 
memungkinkan setiap orang dengan mudah dapat mengakses data dan 
program dari sebuah site (Riyeke Ustadiyanto, 1962:3). Konsep tersebut 
sangat mirip dengan fungsi internet saat ini. Sejak awal penciptaannya internet 
digunakan secara eksklusif untuk kepentingan akademis dan penelitian, tetapi 
sejak tahun 1990-an internet diijinkan digunakan untuk kepentingan 
komersial. Sejak saat itu setiap orang dapat berhubungan satu sama lain 
dimanapun di belahan bumi ini dengan menjelajahi situs-situs internet yang 
ada. 
Sutan Remy Sjahdeini, mengatakan bahwa teknologi informasi atau 
information technology  (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan 
jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, telah menciptakan jenis-
jenis pekerjaan yang baru, dan telah menciptakan karier baru dalam pekerjaan 
manusia (Sutan Remi Sjahdeini, 2002:5). Internet sebagai salah satu 
perkembangan teknologi telah membuka lahan usaha baru, interaksi baru dan 
jaringan bisnis baru tanpa batas di dunia. Internet memudahkan masyarakat 
untuk berinteraksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya, tanpa harus berada di 
bagian lain dunia. 
Internet sebagai suatu perkembangan teknologi informasi telah 
menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial 
yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Internet telah membuat 
dunia menjadi terasa tanpa batas bagi para pelaku usaha dalam bidang 
perdagangan, melalui internet pelaku usaha dapat melakukan transaksi apapun 
dengan siapapun tanpa terbatas oleh batas geografis Negara. Setiap kegiatan 
dalam bidang perdagangan, seperti penawaran (promosi), pemesanan barang, 
permintaan barang dan sebagainya dapat dilakukan melalui internet. Para 
pelaku bisnis, yaitu penjual dan pembeli, dapat melakukan transaksi 
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perdagangan apapun tanpa perlu untuk bertemu secara face to face atau 
bertemu langsung, karena dengan melalui internet transaksi perdangangan 
dapat dilakukan hanya dengan menggunakan E-Mail. Hal ini tentu saja  sangat 
menguntungkan karena akan sangat menghemat waktu para pelaku bisnis 
yang biasanya sangat sibuk. 
Heru Supraptomo, mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut 
telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi 
telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui 
hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat 
digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak 
yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu face to face, cukup melalui 
peralatan komputer dan telekomunikasi , kondisi yang demikian merupakan 
pertanda mulainya era cyber dalam bisnis (Heru Supraptomo, 2001:4). 
Transaksi perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan 
menggunakan media internet seringkali disebut sebagai Electronic Commerce      
( E-Commerce). E-Commerce pada awalnya bergerak dalm bidang retail 
seperti perdagangan Compact Disk atau buku lewat situs World Wide Web 
(www), tetapi saat ini internet sudah menjangkau banyak bidang lain, seperti 
bidang perdagangan dan bidang asuransi. 
Transaksi E-Commerce seperti halnya transaksi perdagangan pada 
umumnya adalah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara penjual 
dengan pembeli. Pihak penjual dan pihak pembeli, di dalam transaksi E-
Commerce disebut sebagai merchant dan customer. Kedudukan merchant dan 
customer juga sama seperti kedudukan penjual dan pembeli dalam 
perdagangan konvensional. 
Perjanjian antara pihak merchant dan customer terjadi pada saat 
mereka bersepakat untuk melakukan jual beli barang dan / atau jasa yang telah 
ditawarkan tersebut atau tidak. Apabila customer tetap memilih untuk 
membeli, maka customer harus mentaati semua ketentuan baku yang telah 
ditetapkan oleh pihak merchant. Kesepakatan dalam transaksi E-Commerce 
terjadi pada saat customer menekan tombol [Beli] setelah ia mengisi daftar 
 xviii 
pembelian sebagai Digital Order (DO). Sesuai dengan asas konsensualisme 
dalam hukum perdata, maka transaksi jual beli telah terjadi pada saat 
terjadinya kata sepakat mengenai harga dan barang. 
Pembayaran dalam transaksi E-Commerce dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, antara lain ; kartu kredit, kartu cash (debet), maupun tunai pada 
saat barang diterima oleh pembeli (on deliver). 
Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit adalah merupakan 
pembayaran yang paling banyak dilakukan, karena merupakan pembayaran 
yang paling mudah, praktis dan cepat. Customer cukup hanya menentukan 
barang apa yang dibutuhkannya dari webstore atau shopping online dan 
memasukkan nomor kartu kreditnya. Setelah customer memasukkan data 
kartu kreditnya, transaksi customer akan langsung diproses. Pihak penerbit 
kartu kredit, yang biasanya berbentuk Bank atau perusahaan pembiayaan, 
akan menentukan apakah transaksi tersebut disetujui atau tidak. Transaksi 
akan disetujui bila kartu kredit tersebut belum mencapai limit pemakaian atau 
jangka waktu pemakaian kartu tersebut belum berakhir. Setelah penggunaan 
kartu kredit disetujui oleh pihak penerbit kartu kredit maka transaksi E-
Commerce tersebut telah selesai dan customer tinggal menunggu barang 
dikirimkan ke alamat yang telah disepakati. 
Bentuk hubungan antara penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu 
kredit adalah perjanjian. Seperti halnya dalam perjanjian E-Commerce, bentuk 
perjanjiannya adalah take it or leave it contract, artinya pihak penerbit kartu 
kredit memberikan penawaran untuk menggunakan kartu kredit dengan 
menetapkan ketentuan-ketentuan baku yang telah ditetapkan oleh pihak 
penerbit kartu kredit secara sepihak. Setiap orang berhak untuk menentukan 
akan menggunakan kartu kredit tersebut atau tidak. Apabila seseorang 
mengajukan aplikasi permohonan untuk menggunakan kartu kredit pada pihak 
penerbit kartu kredit, maka orang tersebut akan dianggap bersedia untuk 
tunduk pada ketentuan-ketentuan baku yang telah ditetapkan oleh pihak 
penerbit kartu kredit tersebut. Perjanjian penerbitan kartu kredit terjadi pada 
saat pihak penerbit kartu kredit memberikan persetujuan untuk menerbitkan 
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kartu kredit atas nama pemohon dan memperbolehkan pemohon tersebut 
untuk menggunakan kartu kredit tersebut. 
Kasus-kasus penyalahgunaan kartu kredit sudah sangat sering terjadi, 
beberapa tahun yang lalu terjadi kasus dimana mahasiswa-mahasiswa di 
Yogyakarta mampu mengakses secara illegal suatu program software yang 
berisi kumpulan data kartu kredit dan identitas lengkap pemegang kartu kredit 
milik orang-orang asing dan berhasil menggunakan kartu kredit tersebut untuk 
membeli berbagai macam barang melalui E-Commerce tanpa sepengetahuan 
pemegang kartu yang sebenarnya. Hal ini dapat terjadi karena dalam transaksi 
E-Commerce alamat pemilik kartu dan alamat pengiriman barang 
dimungkinkan untuk berbeda. Untuk menghindari banyaknya kasus seperti 
ini, dalam online transaction, sudah sewajarnya pihak penerbit kartu kredit, 
merchant, maupun ISP (Internet Service Provider / perusahaan yang 
menyediakan jasa pelayanan penyedia jaringan internet), memperhatikan 
aspek keamanan dan kerahasiaan informasi kartu kredit customer, dengan 
menyediakan suatu sistem pengamanan yang tidak dapat ditembus oleh para 
hacker. 
Pihak merchant, customer dan pihak penerbit kartu kredit memiliki 
hak dan kewajiban yang sama yang lahir dari perjanjian yang telah 
disepakatinya. Semua pihak sama-sama berkewajiban untuk memenuhi segala 
hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat 
para pihak seperti undang-undang walaupun dalam perjanjian tersebut tidak 
diatur mengenai kewajiban bagi merchant dan pihak penerbit kartu kredit 
untuk menyediakan suatu sistem pengamanan. Tetapi customer seharusnya 
tetap berhak menuntut agar dalam suatu transaksi E-Commerce tersedia suatu 
sistem pengamanan yang baik sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, 
karena perjanjian bukan hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas 
diperjanjikan tetapi juga diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-
undang. 
 Kasus hukum transaksi E-Commerce di Indonesia menunjukkan tren 
yang akan terus menaik pesat. Nilai transaksinya mencapai 100 juta dollar US 
 xx
pada tahun 2000 dan akan naik menjadi 200 juta dollar US pada tahun 2001 
(Riyeke Ustadiyanto, 2001:12). Yang menarik untuk diketahui adalah ternyata 
alasan yang menyebabkan transaksi E-Commerce di Indonesia sangat kecil 
dibandingkan dengan nilai transaksi di dunia bukan terletak pada rendahnya 
faktor permintaan, akan tetapi karena ketidakpastian infrastruktur 
pendukungnya, infrastruktur ini antara lain lembaga sertifikasi dan aturan 
hukum mengatur masalah transaksi elektronis. Contoh, dibandingkan dengan 
Negara baru berkembang seperti Vietnam saja, akselerasi Indonesia sudah 
tertinggal dari segi penetrasi telepon tetap. Vietnam sudah diatas 5%, 
sementara Indonesia baru 3,7%. (Riyeke Ustadianto,2002:21) 
Seperti data pertumbuhan transaksi E-Commerce di Amerika Serikat 
pada tahun 2001 sebesar 183 milyar US dollar, sedangkan pada tahun 2002 
sebesar 320 milyar US dollar (M Arief Mansur dan Elisatris 
Gultom,2005:124). Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan transaksi E-
Commerce setiap tahunnya akan semakin bertambah peminatnya.  
Di Indonesia, transaksi perdagangan selain diatur oleh Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, yang diundangkan pada tanggal 
20 April 1999. Walaupun undang-undang tersebut berjudul perlindungan 
konsumen, namun ketentuan-ketentuan di dalamnya lebih dominan mengatur 
mengatur perilaku Pelaku Usaha. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kerugian 
yang dialami konsumen barang atau jasa, acapkali merupakan akibat dari 
perilaku Pelaku Usaha (Johanes Gunawan, 2000:8).  
Pelaku Usaha dalam hal ini adalah para penjual, para agen, distributor 
dan pihak-pihak lain yang melakukan fungsi pendistribusian / pemasaran 
barang dan atau jasa kepada konsumen. Transaksi E-Commerce adalah 
merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan pemasaran barang dan atau 
jasa kepada konsumen. 
Transaksi E-Commerce merupakan transaksi perdagangan yang 
dilakukan dengan media internet, oleh karena itu pihak penerbit kartu kredit 
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sebagai pihak pemberi jasa kartu kredit dan merchant sebagai pihak penjual 
dapat pula disebut sebagai pelaku usaha. Pihak customer sebagai pemakai jasa 
kartu kredit dan sebagai pembeli disebut sebagai konsumen dalam UUPK. 
Dalam UUPK memang tidak diatur secara tegas mengenai perlindungan 
hukum bagi customer pemegang kartu kredit. Tetapi dalam Penjelasan Pasal 2 
UUPK diatur mengenai asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Asas 
ini adalah asas yang tepat untuk digunakan sebagai perlindungan hukum bagi 
customer pemegang kartu kredit dalam transaksi E-Commerce.  
Asas ini memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan bagi 
konsumen pemakai dan pemanfaatan barang dan atau jasa. Mengacu pada asas 
ini, maka customer dapat menuntut pada merchant maupun penerbit kartu 
kredit untuk memberikan jaminan keamanan pada transaksi E-Commerce.  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
mencoba melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahannya ini 
dengan membatasi diri hanya membahas mengenai penggunaan kartu kredit 
dalam transaksi E-Commerce yang pilihan hukumnya disepakati oleh para 
pihak kedalam hukum positif Indonesia, dengan mengambil judul 






B. Perumusan Masalah  
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah hukum mengatur  transaksi E-Commerce? 
2. Apakah kontrak elektronik sama kekuatan hukumnya dengan kontrak 
tertulis? 




C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas 
yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam 
melangkah sesuai dengan maksud penelitian.  Adapun tujuan yang ingin 
dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a Untuk mengetahui bagaimanakah hukum mengatur  transaksi E-
Commerce. 
b Untuk mengetahui apakah kontrak elektronik sama kekuatan 
hukumnya dengan kontrak tertulis. 
c Untuk mengetahui bagaimanakah hukum memberi perlindungan  bagi 
pemilik kartu kredit dalam transaksi E-Commerce 
2. Tujuan Subjektif 
a Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 
menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan 
dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 
pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan 
praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis. 
c Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu 
hukum. 
 
D. Manfaat Penelitian   
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 
sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 
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mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b Untuk memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 
pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 
c Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama 
menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih 
lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis 
dalam membantu pembangunan nasional dan bagi masyarakat sebagai 
pemegang kartu kredit 
b Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha 
yang mengunakan sarana internet untuk melekukan transaksi 
perdagangan elektronik. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai 
penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok 
pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis 
dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu 
dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan 
pengujian”.(Winarno Surachman, 1990:26). 
Peranan metode penelitian dalam sebuah penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1. Menambah kemampuan para ilmuan untuk mengadakan atau melaksanaka 
secara lebih baik dan lengkap. 
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian 
inter-disipliner. 
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang 
belum diketahui. 
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4. Memberikan pedoman mengorganisasikan serta mengintergrasikan 
pengetahuan mengenai masyarakat. 
Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan 
memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986 
:6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian 
ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang 
tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001 : 13) bahwa 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 
data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif yang penulis lakukan 
dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian terhadap sistematik hukum.  
Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara 
sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. (Soerjono Soekanto dan Sri 
Mamudji,2000:13) 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang 
bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah 
Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya 
adalah tertutama mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu 
memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru 
(Soerjono Soekanto, 1986:10) 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, 
yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada  
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peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijaksanaan dan publikasi 
yang dibuat oleh pemeritah, buku-buku libratur, dan bahan lainya yang 
tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti (Soejono 
Soekanto,1986 : 6-7). 
4. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data Sekunder merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara langsung,tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari 
penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder yaitu buku-buku, 
artikel, peraturan-peraturan yang membahas tentang E-Commerce. Adapun 
sumber data sekunder yang terdiri dari: 
a Bahan Hukum Primer 
Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, 
kebijakan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku 
liberatur dan bahan lainya yang tentunya berhubungan dengan masalah 
yang sedang di teliti. Yang menjadi bahan hukum primer adalah: 
1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 
3) Konvensi Internasinaonal UNICITRAL Tentang Kontrak 
Perdagangan Internasional Dibidang Perdagangan E-Commerce. 
4) GUIDEC (General Usage For Internasional Digitally Ensured 
Commerce) yang dibuat oleh Internasional Chamber Of 
Commerce. 
5) Rancangan Undang-undang Informasai dan Transaksi Elektronik. 
b Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan 
kepustakaan, meliputi Bahan-bahan dokumen, laporan, hasil penelitian 
terdahulu, peraturan perundang-undangan  yang berkaitan, dan buku-
buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang menjadi topik 
penelitian. 
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5. Tenik pengumpulan data 
Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat 
membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang 
berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data 
sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan 
bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-
artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan 
perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, 
internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan 
masalah yang diteliti. 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan 
pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002:103). Penulis menggunakan  
model  analisis interaktif (interaktif model of analisis), yaitu data yang 
dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, 
menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan 
suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan 
berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung 
penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002 :35). Tiga tahap tersebut 
adalah : 
a) Reduksi Data 
Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan 
perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, 
membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting  yang muncul 
dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus 
menerus sampai laporan akhir penelitian selesai. 
b) Penyajian Data 
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Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset 
dapat dilaksanakan. 
c) Menarik Kesimpulan  
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi 
berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan 
peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan 
(HB. Sutopo, 2002:37). 










Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak diantara 
empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak 
balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan 
selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan  proses 
itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar 
mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis 
data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
jalan  apa adanya sesuai dengan  masalah yang diteliti dan data yang 







kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan 
terus menerus sehingga membuat siklus (HB.Sutopo, 2002:13) 
 
F. Sistematika Skripsi 
Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa 
yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab 
ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar 
belakang masalah yang diambil dalam penulisan hukum , 
perumusan masalah yang berisi tentang rumusan masalah 
Pertama : Bagaimanakah hukum mengatur  transaksi E-
Commerce. Kedua : kontrak elektronik sama kekuatan 
hukumnya dengan kontrak tertulis. Ketiga :Bagaimanakah 
perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit dalam transaksi 
E-Commerce, tujuan penelitian yang berisi tujuan penulis berisi  
tujuan objektif dan tujuan subjektif, manfaat penelitian yang 
berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis, metode penelitian 
berisi metode yang digunakan penulis dalam penulisan hukum, 
dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka 
teori yang berisi tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang E-
Commerce, tinjuan tentang perlindungan konsumen,tinjauan 
tentang UNICITRAL dan tinjauan tentang GUIDEC dan 
tinjauan dan kerangka pemikiran yang akan dijadikan dasar 
pembahsan dan analisa. untuk menentukan hasil penelitian. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas,mendeskripsikan 
,menjawab permasalahan yang dirumuskan sebelumnya 
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mengenai : Pertama : Bagaimanakah hukum mengatur  transaksi 
E-Commerce. Kedua : kontrak elektronik sama kekuatan 
hukumnya dengan kontrak tertulis. Ketiga :Bagaimanakah 
perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi E-
Commerce. 
BAB IV :  PENUTUP 
Pada Bab ini, penulis memuat tentang kesimpulan singkat 
tentang hal-hal yang telah dibahas pada bab sebelumnya, serta 






A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum 
a. Pengertian Perlidungan Hukum 
Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat dimana rakyat 
sebagai subjek hukum dengan rumusan yang dalam kepustakaan 
bahasa belanda berbunyi ”rechtbescherming van de burger tegen de 
overhead”  dan dalam kepustakaan berbahasa inggris ’’legal 
protection of the individual in relation to acts of administrative 
authorities” 
Perumusan perlindungan hukum dibedakan menjadi dua 
macam yaitu perlindungan hukum yang  preventif  dan perlindungan 
hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang  preventif, 
kepada rakyat di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan 
(inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 
mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan 
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hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa 
sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan 
untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif 
sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada 
kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang 
preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam dalam 
mengambil keputusan.(Philipus M.Harjon,1987:2-3) 
b. Hakim dan Pemerintah 
Sikap hakim dapat mengalami perubahan-perubahan. Pada 
permulaan tahun delapan puluh dapat dikonstansi, bahkan  sikap jauh 
lebih aktif, yaitu saat pengujian atas perjanjian-perjanjian yang 
menyangkut hak asasi manusia. Khususnya, Perjanjian Eropa 
memainkan peranan pada perlindungan hak-hak asasi manusia dan 
kebebasan  Fundamental dari Roma 1950. Berdasarkan perjanjian telah 
didirikan suatu Mahkamah Eropa untuk hak-hak asasi manusia yang 
berkedudukan di Staatsburg, Perancis.  
Hakim Belanda juga boleh mengambil jalan formal untuk 
menguji ketentuan perjanjian, tetapi hakim tidak boleh menguji 
undang-undang yang formal terhadap undang-undang dasar. Dalam hal 
pembuat undang-undang  dan pemerintah mempunyai hak atas 
kewenangan yang sangat sederhana, hakim harus menghormati 
kebebabasan kebijakan itu dan hakim hanya dapat beralih ke pengujian 
yang sangat terbatas. Dalam rangka titik tolak untuk berpijak secara 
negara  hukum, oleh pemerintah dapat dilakukan politik yang sangat 
berbeda. Juga dapat dinyatakan , bahwa dalam berjalannya abad ini, 
hubungan antara hakim di lain pihak dan pembuat undang-undang atau 
pemerintah di lain pihak telah berubah secara revolusioner yang 
menguntungkan hakim, karena itu tidak boleh diambil kesimpulan, 
bahwa perimbangan antara kekuatan-kekuatan itu telah tergangu. 
Sebaliknya, juga dapat dipertahankan pendapat, bahwa hakim baru 
sekarang menempati kedudukan yang menjadi haknya 
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c. Syarat-Syarat Untuk Suatu Peradilan Yang Baik. 
Negara menginginkan peradilan peradilan yang baik, yang 
dapat diterima oleh lapisan masyarakat yang luas, harus berdasarkan 
Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan yang di jadikan dasar 
peradilan yang baik. Ciri yang paling pokok dari kedudukan para 
hakim adalah tidak ada badan negara, maupun pembuat undang-
undang atau suatu badan pemerintah, yang berwenang untuk 
memberikan petunjuk-petunjuk kepada hakim dalam suatu perkara 
yang konkrit atau mempengaruhi secara berlainan. ( Philipus 
M.Harjon,2002:289-290) 
Hakim memutuskan sendiri, memberi interprestasi sendiri atas 
kewenenangannya, dan tidak terikat pada hukum yang tertulis dan 
tidak tertulis. Hakim tidak bergantung kepada siapapun dan tidak 
berpihak kepada siapapun. Hakim tidak boleh berlandaskan dasar-
dasar yang tidak termasuk dalam hukum yang menguntungkan salah 
satu pihak yang berperkara yang di hadankan kepadanya. Setiap 
keputusan hakim harus berdasarkan pada undang-undang dan 
penjelasan. Interprestasi dari undang-undang itu mencari hubungan 
pada tujuan-tujuan pembuat undang-undang  dan pada keyakinan-
keyakinan hukum yang berlaku. . 
d. Undang-Undang Dasar 1945 dan Kekuasaan Kehakiman. 
Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tiga hal yang bersifat 
pokok, yaitu jaminan terhadapa adanya hal-hal dan kewajiban-
kewajiban asasi warganya, susunan ketatanegaraan yang bersifat 
mendasar, serta pembagian dan batasan tugas-tugas ketatanegaraan 
yang juga bersifat mendasar. ( Philipus M.Harjon,2002:293) 
Susunan ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 terdapat pula ketentuan-ketentuan tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Hal ini diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kita 
dapat menemukan adanya tiga kaidah hukum antara lain: 
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1) Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan 
kehakiman (peradilan) yang puncaknya sebuah Mahkamah Agung; 
2) Bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur 
lebih lanjut; 
3) Bahwa syarat untuk menjadi hakim, demikian pula pemberhentian 
juga diatur lebih lanjut. 
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia telah dengan tegas diatur 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 dalam 
penjelasanya di kemukakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah 
kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah.  
Peraturan perundang-undangan terbaru tentang Kekuasaan Kehakiman 
yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman memperjelas tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka 
untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan  berdasarkan Pancasila. Akan tetapi, khusus Mahkamah 
Agung ada tambahan ketentuan , dalam arti perluasan. Hal ini diatur 
dalam Ketetapan MPR NO.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan 
Hubungan Tata Kerja Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-
Lembaga Tinggi Negara.     ( Philipus M.Harjon,2002:293). 
e. Perbuatan Melangar Hukum oleh Penguasa 
Tentang perbuatan melanggar hukum oleh penguasa akan di 
bahas dua aspek utama yakni: dasar kompetensi absolut peradilan 
umum dan kriteria perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. 
1) Dasar Kompetensi Absolut Peradilan Umum 
Zaman Hindia Belanda, pengadilan perdata di Hindia 
Belanda dengan berpegang pada asas konkordansi, menyatakan 
dasar kewenangannya dalam menangani gugatan terhadap 
pemerintah adalah Pasal 2 wet op de rechterlijke organisatie. 
Kompetensi absolut peradilan umum, hendaknya dikaitkan 
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
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Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dasar kompetensi Pasal 50 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dikaitkan dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang dasar kompetensi peradilan 
umum adalah pembatasan kompetensi peradilan tata usaha negara 
dengan batasan tersebut maka sengketa-sengketa administrasi 
negara atau gugatan terhadap peperintah yang tidak termasuk 
kompetensi peradilan tata usaha negar dan tidak termasuk 
kompetensi peradilan tata usaha militer termasuk kompetensi 
peradilan umum. 
2) Kriteria Perbuatan Hukum oleh Penguasa Menurut Mahkamah 
Agung 
Menelaah putusan-putusan Mahkamah Agung yang 
menyangkut kriteria perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, 
Mahkamah Agung berpendapat bahwa suatu perkara dapat 
dikatakan melanggar hukum apabila perbuatan sewenang-wenang 
dari pemerintah atau merupakan tindakan yang cukup menganggu 
kepentingan umum. Dalam perumusan perbuatan kebijaksanaan 
penguasa ditegaskan tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk 
menilainya, kecuali ada unsur willekeur dan detournemen 
depouvior. 
Mahkamah Agung menegaskan bahwa yang dimaksud 
kebijaksanaan adalah terjemahan dari konsep belleid dalam bahasa 
Belanda. Kebijaksanaan penguasa tidak di gugat berdasarkan atas 
prinsip beleidsvrijheid  yang ada pada penguasa. Beleidsvrijheid  
yang ada pada penguasa meliputi tugas-tugas militer, polisional, 
hubungan luar negeri,pekerjaan untuk kepentingan umum, keadaan 
yang tidak dapat diduga terlebih dahulu dalam mengambil keadaan 
darurat. Putusan Mahkamah Agung yang pernah ada menyatakan 
bahwa perbuatan kebijaksanaan penguasa tidak termasuk 
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kompetensi pengadilan untuk menilainya. ( Philipus 
M.Harjon,2002:311-312). 
2. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian Didalam Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata. 
a. Pengertian Perjanjian  
Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur 
dalam Buku III tentang Perikatan Bab Kedua, bagian Kesatu sampai 
dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata memberikan rumusan tentang “Perjanjian” sebagai berikut : 
“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 
Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap  
juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian 
sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 
“perbuatan” tercakup juga perbuatan sukarela dan perbuatan melawan 
hukum. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan 
mengenai definisi tersebut, yaitu : 
1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu 
perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. 
2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikat dirinya” dalam 
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Sehingga perumusannya menjadi : 
“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih. (R Setiawan,1979:49) 
Pengertian perjanjian menurut Subekti, adalah  suatu peristiwa 
di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang 
itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. (Subekti,1992:1) 
Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu 
pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan 
hukum, perjanjian timbal-balik, serta hak dan kewajiban timbal-balik. 
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Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan 
yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-
ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat 
bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.(Subekti,1992:13) 
 
 
b. Beberapa Asas Hukum dalam Hukum Perjanjian 
Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi 
lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan 
hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. 
(Subekti,1992:5) Asas-asas hukum dalam hukum perjanjian antara 
lain: 
1) Asas Konsensualitas 
Asas konsesualitas dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal itu  
ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu 
adanya kesepakatan kedua belah pihak. (Salim H.S,2005:10) 
2) Asas Kekuatan Mengikat 
Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata  “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, di dalam Pasal 
1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimasukan prinsip 
kekuatan mengikat, “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk 
hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga hal-
hal yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang.” 
3) Asas Kebebasan Berkontrak  
Kepentingan untuk masyarakat menuntut dan menetapkan 
pula pembatasan kebebasan untuk mengadakan sebuah kontrak. 
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Prinsip kebebasan berkontrak disebut sebagai bagian dari hak-hak 
asasi manusia. 
Kebebasan berkontrak ditinjau dari dua sudut, yakni dalam 
arti materil dan formil. Kebebasan berkontrak dalam arti materil 
adalah memberikan kepada sebuah perjanjian setiap isi atau 
subtansi yang dikehendaki, dan bahwa kita terikat pada tipe-tipe 
perjanjian tertentu. (Salim H.S,2005:9) 
Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak 
dalam arti formil adalah sebuah perjanjian dapat diadakan menurut 
cara yang dikehendaki. pada prinsipnya di sini tidak ada 
persyaratan apapun tentang bentuk. kesepakatan para pihak saja 
sudah cukup. Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 
(Subekti,1992:15) 
c. Unsur-Unsur dalam Perjanjian 
suatu perjanjian harus memiliki unsur-unsur yang menjadi 
syarat sahnya suatu perjanjian dengan terpenuhinya unsur-unsur 
tersebut maka perjanjian dapat dinyatakan sah demi hukum. Adapun 
unsur-unsur perjanjian sebagai berikut: 
1) Unsur essensial, terdiri dari : 
a) Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Hal 
ini di dasarkan pada peryataan kehendak dari beberapa pihak. 
b) Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri. 
c) Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut 
tergantung satu dengan lainnya. 
d) Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat 
hukum. 
e) Akibat hukum tadi adalah untuk kepentingan yang satu atas 
beban yang lain atau timbal-balik yaitu untuk kepentingan dan 
beban kedua belah pihak. 
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f) Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang 
berlaku khusus bagi perjanjian-perjanjian formil, dimana 
diharuskan adanya suatu bentuk tertentu. 
2) Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang 
diatur, dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa 
disebut secara khusus sudah merupakan bagian yang ada pada 
perjanjian tersebut. Contoh jaminan kenikmatan, aman, dan tidak 
adanya cacat-cacat tersembunyi dari penjual kepada pembeli dalam 
perjanjian jual-beli. 
3) Unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang secara khusus 
diperjanjikan oleh para pihak, dimana undang-undang sendiri tidak 
mengatur tentang hal tersebut. 
Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak ada 
perjanjian, berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak. 
d. Syarat Sahnya Perjanjian 
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
menentukan syarat-syarat  obyek (orang-orangnya) maupun subjek , 
untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat 
syarat, yaitu : 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud kesepkatan 
adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau 
lebih dengan pihak lainya. ( Salim H.S,2005:33) 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
Cakap disini artinya adalah sudah dewasa dan tidak berada 
bibawah pengampuan. R. Subekti, menyatakan bahwa pada 
asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat 
pikirannya adalah cakap menurut hukum. (Subekti,1987:17). 
Selain kedua syarat cakap menurut  R. Subekti di atas, syarat cakap 
menurut hukum harus ditambahkan pula dengan ketentuan tidak 
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dilarang oleh undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1329 
Kitab Undang-Undang Hukum perdata bahwa setiap orang cakap 
untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak 
dinyatakan cakap. 
3) Suatu hal tertentu  
Sesuatu hal tertentu,artinya barang yang dijadikan objek 
dalam transaksi adalah barang yang harus tertentu atau cukup jelas. 
Harus jelas mengenai jenisnya, kualitasnya, warna, ciri khusus, 
tahun pembuatannya, dan lain-lain. Untuk mengetahui yang 
dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah dengan mengkaji 
rumusan dalam : 
Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 
“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja 
dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.” 
Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 
“Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu 
barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi 
halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu 
terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.” 
Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
“Barang-barang yang baru akan ada kemudian hari dapat 
menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan 
untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun 
untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, 
sekali pun dengan kesepakatannya orang yang nantinya akan 
meningalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu”(Johannes 
Ibrahim,2004:47) 
4) Suatu sebab yang halal. 
Suatu  sebab yang halal maksudnya dalam perjanjian 
tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan baik dan ketertiban umum. 
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Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena 
mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan 
perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat 
objektif karena mengenai perjanjiannya oleh objek oleh perbuatan 
hukum yang dilakukan itu. Bila suatu perjanjian mengandung cacat 
pada subjek yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
dan kecakapan untuk bertindak, memberi kemungkinan untuk 
dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang cacat dari segi objeknya , 
yaitu syarat suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal adalah 
batal karena hukum. 
e. Wanprestasi  
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 
kewajiban sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian yang dibuat 
antara para pihak dalam perjanjian. Wanprestasi dibedakan menjadi 
dua macam, yaitu total breachts dan partial breachts. Total breacht 
artinya pelaksanan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan 
partial breacht artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk 
dilaksanakan. 
1) Akibat adanya wanprestasi 
Ada empat akibat adanya wanprestasi,yaitu sebagai berikut  
a) Perikatan tetap ada 
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur 
pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi 
prestasi.disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi. 
b) Debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditur (Pasal 
1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
c) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu 
timbul setelah debitur wanprestasi,kecuali bila ada kesengajaan 
atau kesalahan besar dari pihak kreditur.oleh karena itu, debitur 
tidak dibenerkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa. 
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d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik,kreditur dapat 
membebaskan dari kewajiban memberikan kontra prestasi 
dengan mengunakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.(Salim H.S,2005:99) 
2) Tuntutan atas dasar wanprestasi 
Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah 
melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut : 
a) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.  ( 
Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
b) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada 
debitur (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
c) Kreditur dapat menuntut dan memeinta ganti rugi, hanya 
mungkin kerugian keterlambatan (HR 1 November 1918) 
d) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.(Pasal 1320 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
e) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada 
debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran denda.(Pasal 124 
sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata) 
3) Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertangung jawabkan yaitu: 
a) Debitur dalam keadaan memaksa.( Pasal 1244 dan 1245 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata) 
b) Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan 
demikian debitur hanya bertangung jawab atas wanprestasi 
dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.(Pasal 
1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
c) Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 
1602 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 
d) Di dalam hukum common law, jika terjadi wanprestasi maka 
kreditur dapat mengugat debitur untuk membayar ganti rugi 
dan bukan pemenuhan prestasi. Tidak setiap wanprestasi 
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menimbulkan hak membubarkan perjanjian karena terbatas 
pada pelangaran yang berat. 
f. Ganti Kerugian 
Ganti kerugian dapat disebabkan oleh wanprestasi dan perbutan 
melawan hukum. Ganti kerugian karena wanprestasi diatur dalam buku 
III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mulai dari Pasal 124 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1252 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan ganti rugi karena 
melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 
g. Keadaan Memaksa. 
1) Dasar Hukum  dan Pengertian  Keadaan Memaksa. 
Ketentuan tentang overmacht terdapat dalam Pasal 1244 
dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 
1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyai 
“debitur harus di hukum untuk menganti biaya, kerugian, dan 
bunga, bila tak dapat membuktiksan bahwa tidak dilaksanakannya 
perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan 
perikatan itu disebabkan oleh suatu hal tak terduga, yang tak dapat 
dipertangung jawabkan kepadanya, walupun tidak ada  iktikad 
buruk padanya.” 
Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
berbunyi “ tidak ada pengantian biaya, kerugian, dan bunga bila 
karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara 
kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat 
sesuatu yangt diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang 
terhalng olehnya” 
 
2) Macam-macam keadaan memaksa 
Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: 
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a) Keadaan memaksa absolut yaitu keadaan dimana seorang 
debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada 
kreditur karena adanya gempa bumi, banjir dan bencana alam 
lainya. (Pasal 1244 dan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata) 
b) Keadaan memaksa relatif yaitu keadaan di mana seorang 
debitur masih mungkin untuk melakukan prestasinya.(Salim 
H.S,2005:102) 
3) Akibat keadaan memaksa 
Ada tiga akibat keadaan memaksa yaitu: 
a) Debitur tidak perlu membayar ganti kerugian.(Pasal 1244 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata) 
b) Beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa 
sementara. 
c) Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus 
demi hukum bebas dari kewajiban untuk menyerahkan kontra 
prestasi. .(Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
4) Risiko  
Risiko adalah suatu ajaran yaitu seorang berkewajiban 
untuk memikul kerugian jika suatu kejadian diluar kesalahan salah 
satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. 
Ajaran ini timbul karena keadaan memaksa  
Ketentuan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 ketentuan 
dapat diterapkan secara tegas namun penerapanya harus 
memperhatikan : 
a)  Bergantung pada letak dan tempat beradanya barang 
b)  Bergantung pada yang melakukan kesalahan atas musnahnya 
barang tersebut. (Salim H.S,2005:103). 
h. Berakhirnya Perjanjian 
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Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya semua 
perjanjian yang dibuat antara dua pihak tentang suatu hal. Sesuatu hal 
disini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua 
belah pihak. Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
mengatur berbagai cara berakhirnya perjanjian yaitu: 
1) Pembayaran 
Pembayaran oleh hukum perjanjian bukan sebagaimana 
ditafsirkan dalam perbuatan sehari-hari yaitu pembayaran sejumlah 
uang, tetapi setiap tindakan, pemenuhan prestasi dan dengan 
terjadinya pembayaran. Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. (Maryam Darus Badrujaman,2001:116). 
2) Penawaran Pembayaran Tunai yang Di ikuti oleh Penyimpanan  
Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
mengatur tentang penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh 
penyimpanan. Penawaran pembayaran tunai terjadi apabila dalam 
suatu perjanjian di mana kreditur tidak bersedia menerima prestasi 
yang dilakukan oleh debitur. (Maryam Darus 
Badrujaman,2001:182). 
3)  Pembaharuan Utang  
Pemabaharuan utang adalah suatu perjanjian dengan mana 
perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan 
perjanjian baru. (Maryam Darus Badrujaman,2001:132).  
4) Penjumpan Utang atau Kompensasi. 
Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berhutang satu 
pada yang lain dengan mana utang-utang antara kedua orang 
tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa di 
antara kedua mereka itu telah terjadi, suatu perhitungan 
menghapuskan perikatanya. (Pasal 1426 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata) 
5) Percampuran Hutang 
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Pencampuran hutang adalah pencampuran kedudukan dari 
partai-partai yang melakukan perjanjian, sehinga kualitas kreditur 
menjadi satu dengan kualitas dari debitur. Dalam hal ini demi 
hukum hapusnya perikatan yang semula ada diantara kedua belah 
pihak. (Pasal 1436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
6) Pembebasan Utang 
Pembebasan utang ialah perbuatan atau pernyataan 
kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan 
dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur. Menurut 
Pasal 1439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka 
pembebasan utang itu tidak boleh di persangkaan, tetapi harus 
dibuktikan. (Maryam Darus Badrujaman,2001:142) 
7) Musnahnya Barang yang Terhutang 
Benda atau barang yang menjadi objek dari perjanjian 
musnah, tidak dapat diperdagangkan atau hilang, maka berarti  
perlu mengadakan pengaturan akibat-akibat dari perikatan tersebut. 
(Maryam Darus Badrujaman,2001:144) 
8) Kebatalan dan Pembatalan Perikatan  
Kebatalan timbul karena perikatan tersebut cacat pada 
syarat subjektif yaitu salah satu pihak belum dewasa atau perikatan 
tersebut terjadi karena paksaan, penipuan dan kekhilafan maka 
perikatan itu dapat dibatalkan. Dalam keadaan demikian, maka 
akibat-akibat yang timbul dari perikatan itu di kembalikan keadaan 
semula. (Maryam Darus Badrujaman.SH,2001:146) 
 
3. Tinjauan Tentang Transaksi E-Commerce 
a. Pengertian Transaksi E-Commerce 
E-Commerce merupakan perdagangan yang menggunakan 
mekanisme elektronik yang ada dijaringan  internet. E-Commerce pada 
dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara 
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penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses 
pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang 
dikomunikasikan melalui internet. 
b. Perkembangan E-Commerce Di Indonesia 
Kehadiran internet, walaupun masih merupakan industri baru 
dan masih dalam fase pertumbuhan, telah memperkokoh keyakinan 
tentang pentingnya peranan teknologi dalam pencapaian tujuan 
finasial. Sebagai salah satu sarana guna melakukan transaksi 
perdagangan (penjualan, pembelian, promosi, dan lain-lain), internet 
dirasakan manfaatnya pada saat sejumlah situs yang menyajikan iklan. 
Di Indonesia, keberadaan situs-situs yang menawarkan 
berbagai produk barang dan jasa belum sebanyak di negara-negara 
lain, tetapi perkembangannya menujukkan arah yang mengembirakan. 
Tercatat ada beberapa situs yang mempelopori E-Commerce antara 
lain : Sanur.co.id, Javacraft.com, Radioclick.com, Sentralayan.com 
dan BII.com. ide pertama munculnya bisnis E-Commerce yang 
dilakukan oleh Sanur.co.id adalah berupa toko buku on-line yang 
diilhami oleh adanya bisnis serupa yaitu www.amazon.com. Sanur 
merupakan suatu uji coba pada saat itu menjadi toko buku pertama di 
Indonesia yang menjual buku melalui internet. Saat ini Sanur memiliki 
2.500 transaksi per bulan, menawarkan 30,000 judul buku, 85% 
berbahasa Indonesia, sisanya berbahasa Inggris dan mempunyai 11.000 
pelanggan. (Riyeke Ustadiyanto,2002:27-29) 
 
c. Keuntungan Dalam Transaksi E-Commerce  
1) Keuntungan Bagi Pengusaha 
a) Memperpendek jarak. 
Perusahaan-perusahaan dapat lebih mendekatkan diri 
dengan konsumen. Dengan hanya mengklik link-link yang ada 
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pada situs-situs, konsumen dapat menuju ke perusahaan dimana 
pun saat itu mereka berada. 
b) Perluasan pasar. 
Jangkauan pemasaran menjadi semakin luas dan tidak 
terbatas oleh area geografis dimana perusahaan berada. 
c) Perluasan jaringan mitra bisnis. 
Pada perdagangan tradisional sangat sulit bagi suatu 
perusahaan untuk mengetahui posisi geografis mitra kerjanya 
yang berada di negara-negara lain atau benua lain. Bagaimana 
pun juga, mitra kerja sangat penting untuk konsultasi dan 
kerjasama baik teknis maupun non teknis. Dengan adanya 
perdagangan elektronik lewat jaringan internet, hal tersebut 
bukan menjadi hal yang besar lagi.  
d) Efisien. 
Perdagangan elektronik akan sangat memangkas biaya-
biaya operasional oleh karena itu perusahaan yang berdagang 
secara elektronik tidak membutuhkan kantor dan toko yang 
besar, menghemat kertas-kertas yang digunakan untuk 






2) Keuntungan bagi Konsumen 
a) Efektif. 
Konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk 
atau jasa yang dibutuhkannya dan berinteraksi dengan cara 
yang cepat dan murah. 
b) Aman secara fisik. 
 xlvii 
Konsumen tidak perlu mendatangi toko tempat 
perusahaan menjajahkan barangnya dan memungkinkan 
konsumen dapat berinteraksi dengan aman, sebab di daerah-
daerah tertentu mungkin sangat berbahaya jika berkendaraan 
dan membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. 
 
c) Fleksibel. 
Konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai 
lokasi, baik dari rumah, kantor, warnet, atau tempat-tempat 
lainnya.(Adi Nugroho,2006:20) 
3) Keuntungan bagi masyarakat umum 
a) Mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. 
Dengan adanya perdagangan elektronik yang dapat 
dilakukan dimana saja, konsumen tidak perlu melakukan 
perjalanan-perjalanan ke toko-toko denag mengunakan 
kendaraan bermotor. 
b) Membuka peluang kerja baru. 
Era perdagangan elektronik akan membuka peluang-
peluang kerja baru bagi mereka yang tidak ‘buta’ 
teknologi.Muncul pekerjaan-pekerjaan baru seperti pemrogram 
komputer, perancang website, ahli di bidang basis data, analis 
sistem, ahli di bidang basis komputer, dan sebagainya. 
c) Menguntungkan dunia akademis 
Berubahnya pola hidup masyarakat dengan hadirnya 
perdagangan elektronik, kalangan akademis akan semakin 
diperkaya dengan kajian-kajian psikologis, antropologis, sosial-
budaya, dan sebagainya,dengan dunia maya. Selain itu, dampak 
langsung dari hadirnya Internet secara langsung akan 
menantang kiprah ilmuwan di bidang teknik komputer, teknik 
telekomunikasi, elektronika, pengembangan perangkat lunak, 
dan sebagainya. 
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d) Meningkatkan sumberdaya manusia. 
Perdagangan elektronik, seperti juga teknologi 
komputer pada umumnya, hanya bisa dilakukan   oleh orang-
orang yang mengerti teknologi, sehingga akan merangasang 
orang-orang untuk mempelajari teknologi komputer demi 
kepentingan mereka sendiri. Selain itu, dalam melakukan 
perdagangan elektronik, seseorang suatu saat mungkin akan 
masuk ke situs-situs berkualitas yang akan meningkatkan 
pemahaman orang yang bersangkutan.(Adi Nugroho,2006:20) 
d. Kerugian Dalam Transaksi E-Commerce 
Disamping hal-hal yang menguntungkan, segala sesuatu yang 
diciptakan oleh manusia pasti memiliki sisi negatif. Namun dari sudut 
pandang maupun, perdagangan elektronik memiliki segi positif lebih 
banyak dari sisi negatifnya. 
Sebagai langkah antisipasi, kita perlu memahami beberapa segi 
negatif  perdagangan elektronik (atau internet pada umumnya) sebagai 
berikut. 
1) Meningkatkan individualisme. 
Pada perdagangan elektronik seseorang dapat bertransaksi 
dan mendapat barang atau jasa yang diperlukannya tanpa harus 
bertemu dengan siapa pun. Ini membuat beberapa orang berpusat 
pada diri sendiri serta individualistik dan merasa dirinya tidak 
terlalu membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya. (Adi 
Nugroho,2006:22) 
2) Terkadang menimbulkan kekecewaan. 
Apa yang dilihat di layar monitor komputer kadang berbeda 
dengan apa yang dilihat secara kasat mata. Seseorang yang 
membeli lukisan di internet mungkin suatu saat akan mendapati 
lukisannya tidak memiliki warna yang sama dengan yang dilihat di 
layar monitor. Seseorang yang membeli sofa di internet adalah 
contoh yang lain. Di layar monitor sofa yang akan dibelinya 
 xlix
terlihat begitu nyaman diduduki. Kenyataannya, sangat mungkin 
apa yang terlihat begitu lembut di layar monitor ternyata pada 
kenyataannya tidak begitu adanya. (Adi Nugroho,2006:22) 
3) Tidak manusiawi. 
Sering sekali orang pergi ke toko-toko dan pusat-pusat 
perbelanjaan, tidak sekedar memuaskan kebutuhannya akan barang 
dan jasa tertentu. Ia mungkin melakukannya untuk penyegaran 
(Refreshing) atau bersosialisasi dengan rekan-rekan atau 
keluarganya. Perdagangan elektronik gagal dipandang dari sudut 
pandang seperti ini, Di intenet, meski kita dapat mengobrol 
(chatting) dengan orang lain, kita mungkin tidak dapat merasakan 
jabat tangannya, atau senyum ramahnya. (Adi Nugroho,2006:22) 
e. Pihak – Pihak Dalam Transaksi E-Commerce 
Transaksi E-Commerce melibatkan beberapa pihak, baik yang 
terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung 
kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah setiap transaksi 
yang dilakukan secara on-line atau hanya beberapa tahap saja yang 
dilakukan secara on-line. Apabila transaksi E-commerce dilakukan 
secara on-line, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan 
pembayaran, dapat diidentifikasi pihak-pihak yang terlibat terdiri dari : 
1) Penjual (merchant), yaitu perusahaan atau produsen yang 
menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant 
account pada sebuah bank, tentunya ini dimaksud agar merchant 
dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit 
card.(Johannes Ibrahim,2004:22) 
2) Konsumen (card holder), yaitu orang-orang yang ingin 
memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara 
on-line. Konsumen yang akan berbelanja di Internet dapat berstatus 
perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen adalah perorangan, 
maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi E-Commerce adalah 
bagaimana sistem pembayaran dipergunakan, apakah pembayaran 
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dilakukan dengan mempergunakan kartu kredit atau dimungkinkan 
pembayaran dilakukan secara manual atau tunai (Johannes 
Ibrahim,2004:22). 
3) Acquirer,  yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan 
penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan 
penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan 
tagihan kepada penerbit  berdasarkan tagihan yang masuk 
kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. (Johannes 
Ibrahim,2004:22). 
4) Issuer, adalah perusahaan credit card yang menerbitkan kartu. 
(Johannes Ibrahim,2004:24) 
5) Certification Authoritis. Pihak ketiga yang netral yang memegang 
hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada merchant (penjual), 
kepada issuer (penerbit kartu kredit) dan dalam beberapa hal 
diberikan pula kepada Card Holder. 
6) Di samping pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang 
keterlibatanya tidak secara langsung dalam transaksi electronic 
commerce yaitu jasa pengiriman (ekspedisi). (Johannes 
Ibrahim,2004:22) 
f. Sistem-Sistem  Pembayaran Dalam Transaksi E-Commerce 
Motode-motode pembayaran yang dikembangkan untuk 
melakukan pembayaran di internet adalah versi elektronik dari sistem 
pembayaran tradisional yang digunakan sehari-hari; tunai, cek, serta 
kartu kredit. Perbedaan yang mendasar antara sistem pembayaran 
elektronik dan sistem pembayaran tradisional hanyalah 
terdigitalkannya data-data untuk pembayaran elektronik. Dengan kata 
lain, semua hal yang berkaitan dengan sistem pembayaran elektronik 
dapat digambarkan sebagai untaian bit-bit(atau byte). Byte adalah 
urutan 8 bit yang digunakan untuk mereprestasikan karakter-karakter 
tertentu. 
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1) Sistem pihak ketiga. Pada saat ini, ada pihak ketiga yang berfungsi 
sebagai agen antara perdagang atau penjual dan konsumen atau 
pembeli. Agen inilah yang bertugas memeriksa kartu kredit 
konsumen, menyetujui (atau menolak) transaksi dan kemudian 
mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada pedagang.  
2) Sistem-sistem berbasis sertifikat melibatkan konsumen untuk 
melakukan downloading sertifikat digital sebagai media yang akan 
menampilkan kartu kreditnya. Sertifikat-sertifikat ini disimpan 
dalam bentuk dompet cyber, dan akan diaktifkan ketika konsumen 
menginginkan melakukan pembelian.  
3) Sistem uang neto (net money systems) menghendaki konsumen 
merubah mata uangnya kedalam bentuk mata uang cyber, dan 
secara umum memungkinkan untuk melakukan pembayaran dalam 
jumlah kecil. Masalah yang utama adalah konsumen tidak hanya 
merubah mata uang, yang dapat menahan pengeluaran dengan 
sendirinya.  
Pembayaran dalam transaksi E-Commerce dapat dilakukan 
dengan menggunakan berbagai cara, antara lain : 
1) Kartu kredit. 
2) Kartu cash (debet). 
3) Dengan tunai pada saat barang diterima oleh pembeli (on 
deliver). (Adi Nugroho,2006:81) 
4. Tinjauan Tentang Kartu Kredit 
a Sejarah Kartu Kredit 
Di USA, kartu kredit  pertama sekali dipergunakan dalam 
dekade 1920-an, yang diberikan oleh tempat perbelanjaan besar kepada 
para pelangganya. Tujuannya,untuk mengidentifikasi pelanggannya 
yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan. Karena itu, 
kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (charge 
card), yang akan dibayar bulanan setelah ditagih, dan tanpa kewajiban 
membayar bunga. Jadi para pihaknya hanya dua pihak saja, yaitu yang 
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pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah 
pelanggan sebagai pemegang kartu kredit. Selanjutnya, diakhir 
dasawarsa 1950-an itu juga, Bank of  America menjadi pionir dengan 
memperkenalkan kartu kredit “antar bank”, yang kemudian sekarang 
berkembang menjadi apa yang sekarang dikenal dengan kartu kredit 
“VISA”.  
Akhirnya berkembanglah berbagai macam kartu kredit dan 
menerobos batas negara, seiring dengan arus globalisasi. 
Perkembangan yang  pesat terhadap pemakaian kartu kredit tersebut 
tidak terkecuali juga di Indonesia. (Johannes Ibrahim,2004:22) 
b Pengertian Kartu Kredit 
Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari 
bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan 
penerbitnya, yang memberikan kewajiban terhadap pemegang kartu 
kredit untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari 
jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, 
hotel, restoran, penjualan, tiket pengankutan, dan lain-lain. (Johannes 
Ibrahim,2004:7) 
Munir Fuady, memberi definisi yang amat lengkap mengenai 
kartu kredit sebagai berikut: 
“Kartu Kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat 
dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan 
penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit 
diisukan untuk menandatangani tanda perlunasan pembayaran harga 
dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti 
toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain. 
Selanjutnya membebankan kewajiban kepada pihak penerbit kartu 
kredit untuk melunasi harga barang dan atau jasa tersebut ketika 
ditagih oleh pihak penjual barang atas jasa. Kemudian kepada pihak 
penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali perlunasan harga 
tersebut dari pemegang kartu kredit  plus biaya-biaya lainnya seperti 
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bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya. (Munir 
Fuady,1995:218:219) 
c Dasar Hukum Kartu Kredit 
Karena perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru 
dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang cash, cek, dan 
sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan 
dasar hukum yang tegas dalam kitab undang-undang. Karenanya, baik 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan istilah kartu kredit ini. 
Karena itu, yang menjadi dasar hukum atas legalisasi 
pelaksanaan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1) Perjanjian Antara Para Pihak Sebagai Dasar Hukum  
Sebagaimana diketahui, bahwa sistim hukum kita menganut 
asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata). 
Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap 
perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang 
bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal  1338 
ayat (1) ini, maka asal saja dibuat secara tidak bertentangan dengan 
hukum atau kebiasan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan 
atau tulisan)yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam 
kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi 
para pihak tersebut. 
Dengan demikian pula, tentunya Pasal-Pasal dalam buku 
ketiga  berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenan 
dengan kartu kredit. (Johannes Ibrahim,2004:29) 
2) Perundang-undangan Sebagai Dasar Hukum 
Landasan hukum terhadap penerbitan dan penggoprasian 
kartu kredit ini. Yaitu sebagai berikut : 
a) Keppres Nomor 6 Tahun 1998, tentang Lembaga Pembiayaan  
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Pasal 2 ayat (1) dari Keppres Nomor 61  antara lain 
menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga  
Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit.sementara 
dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan Perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang 
melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang 
atau jasa dengan menpergunakan kartu kredit. 
b) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1998, 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga 
Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir 
dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/ 
KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. 
Pasal 2 dari Keputusan Menkeu Nomor 1251 kembali 
menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan Lembaga 
Pembiayaan adalah usaha kartu kredit. 
c) Undang-Undang  No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, seperti 
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. 
Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka 
kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat 
legitimasinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, 
seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998. Pasal 6 huruf (I), dengan tegas menyatakan bahwa 
salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit. 
d) Berbagai Peraturan Perbankan Lainnya. 
Masih terdapat berbagai peraturan perbankan lainnya 
yang mengatur lebih lanjut atau menyinggung tentang kartu 
kredit  ini, yang dikeluarkan dari waktu ke waktu. . (Johannes 
Ibrahim,2004:29-32) 
d Pihak Dalam Perjanjian Kartu Kredit  
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Para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit 
adalah pihak penerbit, pihak pemegang kartu kredit, pihak penjual 
barang dan jasa, dan pihak pelantara. 
1) Pihak Penerbit (Issuer) 
Pihak penerbit kartu kredit ini terdiri dari : 
a) Bank 
b) Lembaga Keuangan yang khusus bergerak di bidang  
penerbitan kartu kredit. 
c) Lembaga Keuangan yang di samping bergerak di dalam 
penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-
kegiatan lembaga keuangan lainnya. 
2) Pihak Penjual Barang atau Jasa  
Pihak barang atau jasa yang bersedia menerima 
pembayaran dengan kartu kredit atau disebut merchant adalah 
seseorang atau perusahaan yang melakukan kerjasama dengan bank 
penerbit dalam menerima kartu kredit sebagai pembayaran atas 
transaksi barang dan atau jasa yang dijualnya, sesuai dengan 
ketentuan-ketentuannya yang telah disepakati dalam perjanjian 
kerjasama. Kemanfaatan yang diperoleh oleh merchant dengan 
menggunakan kartu kredit adalah sebagai berikut: 
a) Meningkatkan penjualan karena pemegang kartu atau 
cardholder merasa lebih aman berbelanja ditempat merchant. 
b) Dapat mengurangi beban pekerjaan merchant karena setiap 
transaksi penjualan, merchant cukup menyodorkan warkat 
penjualan untuk ditanda-tangani pemegang kartu atau 
cardholder, untuk selanjutnya merchant akan menagih warkat 
tersebut kepada bank penerbit. Jadi sangat praktis karena tidak 
harus menghitung uang tunai, dan terhindar dari resiko tidak 
terbayarnya utang. 
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c) Dapat digunakan untuk mempromosikan usahanya, karena 
nama merchant akan tercantum dalam iklan yang dipasang oleh 
bank penerbit.  
3) Pihak Pemegang Kartu Kredit (CardHolder) 
Pemegang kartu kredit atau cardholder adalah seseorang 
yang telah diberi kepercayaan oleh bank penerbit untuk 
menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi dengan 
merchant yang telah ditetapkan oleh bank penerbit dan seseorang 
tersebut namanya tertera di  kartu kredit, sebagai pihak pemilik 
atau pemegang kartu kredit tersebut. 
 
 
4) Pihak Pelantara  
Terdiri dari pelantara penagihan (antara penjual dan 
pembeli), dan pelantara pembayaran (antara pemegang dan 
penerbit). 
Pihak pelantara (antara penjual dan penerbit) yang di sebut 
juga dengan acquirer, adalah pihak yang meneruskan tagihan 
kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang 
diberikan oleh penjual barang atau jasa.  
e Hak Dan Kewajiban Para Pihak 
1) Pihak Penerbit (Issuer) 
Kepada pihak penerbit ini, oleh hukum dibebankan 
kewajiban sebagai berikut : 
a) Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya. 
b) Melakukan pelunasan pembayaran harga barang  atau jasa bills 
yang disodorkan oleh penjual. 
c) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita 
lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban, dan 
kemudahan bagi pemegang tersebut. 
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d) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap 
tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu 
bulan. 
Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit oleh hukum 
diberikan hak-hak sebagai berikut: 
a) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit 
pembayaran kembali uang harga pembelian barang atau 
jasa. 
b) Menagih dan menerima dari pemegang kartu pembayaran 
lainnya, seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda, 
dan sebagainya. 
c) Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada 
pelantara penagihan atau kepada penjual. 
2) Pihak Penjual Barang atau Jasa  
Pihak penjual barang atau jasa, terhadap mana Kartu  
Kredit akan atau telah dipergunakan, secara hukum mempunyai 
kewajiban-kewajiban sebagai berikut: 
a) Memperkenalkan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli 
barang atau jasa dengan memakai barang atau jasa. 
b) Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang 
penggunaan dan keabssahan kartu kredit yang bersangkutan. 
c) Menginformasikan kepada pemegang atau pembeli barang atau 
jasa tentang charge tambahan selain harga jika ada. Misalnya 
charge/tambahan sekian persen dari harga penjualan terhadap 
pembelian dengan memakain kartu kredit terhadap beberapa 
jenis barang tertentu.  
d) Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak 
pembeli/pemegang kartu kredit.  
e) Membayar komisi ketika penagih kepada perantara (jika 
dipakai perantara) atau kepada penerbit (jika dilangsungkan 
kepada penerbit). 
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Sedangkan yang menjadi hak dari penjual barang atau 
jasa adalah sebagai berikut: 
a) Meminta pelunasan harga barang/jasa yang dibeli oleh 
pembelinya dengan memakai kartu kredit 
b) Meminta pembeli/pemegang kartu kredit untuk 
menandatangani slip pembelian. 
3) Pihak Pemegang Kartu Kredit 
Secara hukum, pihak pemegang kartu kredit mempunyai 
kewajiban sebagai berikut : 
a) Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit melebihi batas 
maksimum. 
b) Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak 
penjual barang atau jasa. 
c) Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai 
dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit. 
d) Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang 
pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya. 
Selanjutnya, pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-
hak sebagai berikut: 
a) Hak untuk membeli  barang atau jasa dengan memakai kartu 
kredit dengan atau tanpa batas maksimum. 
b) Kebanyakan kartru kredit juga memberi hak kepada 
pemegangnya untuk mengambil uang cash, baik pada mesin 
ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tertentu dengan memakai 
nomor kode tertentu, ataupun via bank-bank lain atau bank 
penerbit. Biasanya jumlah pengambilan uang cash di batasi 
sampai batas/plafond tertentu. 
c) Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang 
perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan 
sekiranya ada yang diperuntukan kepadanya. 
4) Pihak Pelantara 
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Pihak perantara pembayaran ini berkedudukan dan 
mempunyai hak dan kewajiban yang sama saja seperti pemberian 
jasa pengiriman uang lainnya yang biasa dilakukannya. Dalam hal 
ini bank perantara ini akan mendapatkan bayaran berupa fee 
tertentu. (Johannes Ibrahim,2004:59-72) 
5. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen 
a Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 
 Konsumen sebagai bentuk Indonesia dari istilah asing 
customer, secara harfiah dalam kamus diartikan sebagai “seseorang 
atau perusahaan yang membeli barang tertentu”, atau “sesuatu atau 
seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. 
Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang 
atau jasa”. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen tentang Perlindungan Konsumen yang mulai 
berlaku satu bulan sejak perundangannya, yaitu 20 April 1999, Pasal 1 
ayat (2) mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai 
barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain 
dan tidak untuk diperdagangkan.”(Shidarta,2004:2) 
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
hukum, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, 
yang didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini 
adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 
distributor dan lain-lain. 
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen tentang Perlindungan Konsumen 
disebutkan : 
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“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen.”   
Oleh karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen 
berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang  terpenuhinya 
hak-hak konsumen. 
Perlunya perlindungan konsumen di Indonesia dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1) Perlindungan kepada konsumen berarti juga perlindungan terhadap 
seluruh warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan 
dalam tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
2) Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan manusia-
manusia yang sehat dan berkualitas, yang diperoleh melalui 
penyediaan kebutuhan secara baik dan cukup. Oleh karena itu, 
konsumen perlu dilindungi untuk mendapatkan kebutuhan yang 
baik dan cukup untuk. 
3) Modal dalam pelaksanaan pembangunan nasional berasal dari 
masyarakat. Karena itu, masyarakat konsumen perlu didorong 
untuk berkonsumsi secara rasional serta dilindungi dari 
kemungkinan timbulnya kerugian harta benda sebagai akibat dari 
perilaku curang pelaku usaha. 
4) Perkembangan teknologi, khususnya teknologi manufaktur, 
mempunyai dampak negatif berupa kemungkinan hadirnya produk-
produk yang tidak aman bagi konsumen. Dampak negatif ini 
kemungkinan dapat meluas manakala perilaku pelaku usaha atau 
produsen dalam penggunaan teknologi itu tidak bertanggung 
jawab. Karena itu, masyarakat konsumen perlu dilindungi dari 
kemungkinan dampak negatif itu. 
5) Kecenderungan untuk mencapai untung yang tinggi secara 
ekomonis ditambah dengan persaingan yang ketat didalam 
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berusaha dapat mendorong sebagian pelaku usaha untuk bertindak 
curang atau berperilaku tidak jujur, yang akhirnya merugikan 
kepentingan konsumen. Karena itu konsumen perlu dilindungi dari 
kemungkinan timbulnya kerugian sebagai akibat dari perilaku 
curang tersebut. 
6) Masyarakat konsumen perlu diberdayakan melalui pendidikan 
konsumen, khususnya penanaman kesadaran akan hak-hak dan 
kewajiban sebagai konsumen. Hal yang sama juga berlaku kepada 
pelaku usaha, supaya pelaku usaha senantiasa memperhatikan 
kepentingan konsumen dengan sungguh-sungguh dengan 
melaksanakan kewajiban dengan baik.  
b Asas dan Tujuan 
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha 
bersama berdasarkan lima asas yang relafan dalam pembangunan 
nasional, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen 
ini, yaitu sebagai berikut: 
1) Asas Manfaat. 
Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan 
konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan . 
2) Asas Keadilan. 
Memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha 
untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 
adil. 
3) Asas Keseimbangan. 
Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, 
pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti materil maupun 
spiritual. 
4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. 
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Untuk memberukan jaminan keamanan dan keselamatan 
kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 
pemanfaatan barang dan/ jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
5) Asas Kepastian Hukum.  
Baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan 
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, 
undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak 
dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus 
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing 
pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan 
menjamin terlaksana undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.  
c Hak dan Kewajiban Konsumen 
Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, meliputi : 
1) Hak Konsumen adalah : 
a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan. 
c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. 
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan. 
e) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan konsumen, dan 
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara 
patut. 
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif. Hak untuk diperlakukan atau untuk dilayani 
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secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif berdasarkan, suku, 
agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status 
sosial lainnya. 
h) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
2) Kewajiban konsumen terdiri dari: 
a) Membaca, mengikuti petunjuk informasi, dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keselamatan dan keamanan. 
b) Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/jasa. 
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
d Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tentang Perlindungan 
Konsumen adalah : 
1) Hak pelaku usaha meliputi : 
a) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar  barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik. 
c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa  konsumen. 
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d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan 
e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
2) Kewajiban pelaku usaha adalah : 
a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
b) Menyampaikan informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha dilarang membeda-
bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku 
usaha juga dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada 
konsumen. 
d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku. 
e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 
f) Memberi kompensasi ganti-rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
g) Memberi kompensasi ganti-rugi atau penggantiaan apabila  
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 
sesuai dengan perjanjian. 
 
 
3) Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha 
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Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimuat 
perbuatan yang dilarang bagi pengusaha meliputi sebagai berikut: 
a) Larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan. Pelaku 
usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang ; 
(1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, neto, dan 
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan 
dalam label atau etiket barang tersebut. 
(3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan 
jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 
(4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket 
atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 
(5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu 
sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan 
barang dan/atau jasa tersebut. 
(6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, 
etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang 
dan/atau jasa tersebut. 
(7) Tidak mencantumkan tanggal kadarluarsa atau jangka 
waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas 
barang tertentu. 
(8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 
sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam 
label. 
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(9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang 
yang memuat barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, 
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta 
keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan 
harus dipasang atau dibuat, dan 
(10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk 
penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang 
yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa 
informasi secara lengkap dan benar atas barang yang 
dimaksud.Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas 
larangan yang tersebut diatas, dilarang memperdagangkan 
barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari 
peredaran. 
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan 
persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau 
bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan 
informasi secara lengkap dan benar. 
b) Larangan dalam menawarkan, mempromosikan, dan 
mengiklankan. 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 
dan mengiklankan, suatu barang dan/atau jasa secara tidak 
benar, dan/atau seolah-olah : 
(1) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki 
potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, 
gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah 
atau guna tertentu. 
(2) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. 
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(3) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapat dan/atau 
memiliki sponsor, perjanjian, perlengkapan tertentu, 
keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, dan aksesori tertentu. 
(4) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan 
yang mempunyai sponsor, perjanjian atau afiliasi. 
(5) Barang dan/jasa tersebut tersedia. 
(6) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. 
(7) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang 
tertentu 
(8) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang 
dan/atas jasa lain. 
(9) Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, 
tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, dan efek 
sampingan tanpa keterangan yang lengkap, dan  
(10) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum 
pasti. 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 
yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan 
yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif 
suatu barang dan/jasa., yaitu: 
(1) Kegunaan suatu barang dan/jasa. 
(2) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak, dan ganti rugi atas 
suatu barang dan/atau jasa. 
(3) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang 
ditawarkan. 
(4) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 
dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang 
dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis 
terhadap konsumen. 
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Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 
melalui pesanan dilarang untuk : 
(1) Tidak menepati pesanan dan kesepakatan waktu 
penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, dan 
(2) Tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan prestasi. 
4) Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk 
yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab terhadap 
produk timbul karena kerugian yang dialami konsumen  sebagai 
akibat dari “produk yang cacat”, bisa karena kekurangcermatan 
dalam memproduksi sehingga tidak sesuai dengan 
diperjanjikan/jaminan, juga kesalahan yang dilakukan oleh pelaku 
usaha, dengan perkataan lain pelaku usaha ingkar janji atau 
melakukan perbuatan melawan hukum. 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen diatur Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, 
yaitu sebagai berikut : 
Pasal 19, mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha 
terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan 
memberi ganti kerugian atas: kerusakan, pencemaran, kerugian 
konsumen. Bentuk ganti rugi berupa : pengembalian uang, 
penggantian barang, atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 
perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung 
jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk 
melakukan pembuktian, sedangkan Pasal 22 menentukan bahwa 
pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam  kasus 
pidana  sebagaimana diatur dalam Pasal 19. 
Jika pelaku usaha menolak atau tidak memberi tanggapan 
dan/atau tidak memenuhi gantirugi atas tuntutan konsumen, maka 
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menurut Pasal 23 dapat digugat melalui Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan tempat 
kedudukan. 
Dalam Pasal 27 menyebutkan hal-hal yang membebaskan 
pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita 
konsumen apabila : 
a) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak 
dimaksut untuk diedarkan. 
b) Cacat barang timbul pada kemudian hari. 
c) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi 
barang. Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah 
ketentuan standardisasi yang telah ditetapkan pemerintah 
berdasarkan kesepakatan semua pihak. 
d) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. 
e) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak 
barang dibeli atau jangka waktu yang diperjanjikan. Jangka 














Pihak customer (Pembeli) yang ingin membeli barang 
melalui internet membuka salah satu situs yang menawarkan 
barang dan jasa dengan harga tertentu dan melakukan 
transaksi dengan pihak merchant (penjual) dengan memilih 
salah satu icon yang tertera dilayar monitor komputer dan 
memilih salah satu icon tanpa adanya perjanjian tertulis 
disana hanya ada  spesifikasi barang yang dijual dan harga 
barang, persyaratan pembayaran melalui kartu kredit. dengan 
memilih barang dan jasa yang di tawarkan secara tidak 
langsung pihak customer (pembeli) sepakat dengan  
persyaratan pihak merchant (penjual). Dengan kesepakatan 










Permasalahan dan Penyelesaian 
Hukum yang Ideal untuk Perlindungan Pemilik 
Kartu Kredit dalam Transaksi E-Commerce 
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setelah transaksi berlangsung dan kesepakatan telah 
dilaksanakan maka pihak penjual (merchant) akan mengirim 
barang ke tempat pembeli (customer) tinggal. 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hukum Yang  Mengatur Transaksi E-Commerce 
 Transaksi E-commerce kini merupakan bentuk transaksi perdagangan 
yang sangat sering digunakan oleh para pelaku usaha, karena sangat praktis 
dan cepat. Para pelaku usaha dapat melakukan semua prosedur perdagangan 
hanya melalui e-mail saja. Proses pembayaran pun semakin praktis dilakukan 
yaitu dengan menggunakan kartu kredit. Pembayaran dengan menggunakan 
kartu kredit walaupun praktis namun kadang kala sangat beresiko. Disebut 
beresiko karena customer harus memberikan data-data kartu kreditnya yang 
terdiri dari nomor kartu dan jangka berlakunya kartu pada pihak merchant, 
pada saat pembayaran. Pada saat itulah terbuka kemungkinan bagi pihak lain 
untuk mengetahui informasi tersebut. Apabila pihak lain yang tidak 
berkepentingan (hacker) tersebut menyalahgunakan informasi kartu kredit 
milik customer untuk melakukan transaksi-transaksi lain tanpa sepengetahuan 
customer, maka akan timbul permasalahan. 
Untuk meminimalis resiko tersebut diatas maka dalam suatu transaksi 
E-Commerce harus disediakan suatu sistem pengamanan tertentu yang mampu 
melindungi dan menjamin kerahasiaan data kartu kredit milik customer. 
Pihak Merchant dan pihak bank berkewajiban untuk menyediakan 
suatu sistem pengaman pada jaringan internet yang menjadi media transaksi 
E-Commerce, untuk menjamin kerahasiaan data customer, misalnya dengan 
menggunakan SSL, SSL (Secure Socket Layer) adalah cara aman untuk proses 
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mentransfer informasi antara dua komputer di internet dengan menggunakan 
teknik enkripsi. SSL bukan merupakan sistem keamanan internet, akan tetapi 
SSL dipakai dalam banyak sistem keamanan di internet. Merchant yang 
membangun sebuah sistem yang berjalan dengan menggunakan SSL akan 
memperoleh jaminan keamanan dari SSL terhadap komunikasi tersebut, tetapi 
jaminan keamanan tersebut tidak dilakukan terhadap keseluruhan aktivitas 
merchant. Protokol SSL bertugas untuk memelihara sekuritas dan integritas 
jaringan dengan menggunakan kode enkriptis, autentikasi dan pesan 
autentikasi. Pada dasarnya yang dilakukan oleh protokol SSL ini adalah 
membuat pipa antara pemegang kartu dengan website merchant, sehingga 
attacker (penyerangan) tidak dapat menyadap informasi apapun yang berada 
dalam pipa tersebut. Untuk melakukan pengamanan, SSL memanfaatkan 
teknologi kunci publik (RSA). 
Selain SSL ada pula sistem Three Party Payment. Sistem ini lebih 
aman, karena pihak merchant tidak memgetahui sama sekali mengenai data-
data kartu kredit customer. Customer memberikan informasi kartu kreditnya 
kepada pihak lain yaitu payment geteway yang bertindak seolah-olah sebagai 
kasir. Payment gateway-lah yang akan berhubungan dengan jaringan kartu 
kredit untuk melakukan proses otorisasi online. (Riyeke 
ustadiyanto,2002:317) 
Walaupun sudah banyak sistem keamanan yang diciptakan, tetapi 
karena harga yang relatif mahal, pihak merchant, ISP bahkan pihak penerbit 
kartu kredit seringkali tidak menggunakan sistem-sistem tersebut, seandainya 
digunakan pun dipilih sistem-sistem yang murah yang segi keamanannya 
rendah. 
Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak customer. Walaupun antara 
customer dan merchant, maupun antara customer dan bank telah dibuat 
perjanjian yang harus disepakati, namun kadangkala kewajiban untuk 
menyediakan sistem pengamanan yang baik tidak terlaksana oleh merchant 
dan bank, untuk itu perlu suatu aturan khusus yang dapat melindungi 
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kepentingan customer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen yang  dapat diterapkan dalam transaksi E-Commerce, 
karena : 
1. Customer transaksi E-commerce adalah merupakan pemakai jasa dalam 
transaksi E-Commerce, oleh karena itu  dapat disebut sebagai konsumen. 
2.  Bank dan merchant adalah pihak-pihak yang menyelenggarakan usaha 
(jasa) bagi konsumen dalam bidang ekonomi, oleh karena itu dapat juga 
dapat disebut pelaku usaha. 
Konsumen dan pelaku usaha adalah pihak-pihak yang diatur oleh 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , 
oleh sebab itu transaksi E-Commerce pun dapat tunduk pada Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . 
Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen  mengatur lima asas perlindungan konsumen, yaitu : 
1. Asas Manfaat. 
Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen 
harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 
dan pelaku usaha secara keseluruhan . 
2. Asas Keadilan. 
Memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
3. Asas Keseimbangan. 
Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 
usaha, dan pemerintahan dalam arti materil maupun spiritual. 
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. 
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Untuk memberukan jaminan keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ 
jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
5. Asas Kepastian Hukum.  
Baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan 
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, 
serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini 
mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang 
terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam 
kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh 
keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksana 
undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.  
Kelima asas diatas menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  mengatur kedudukan yang 
sama bagi konsumen dan pelaku usaha, baik untuk memperoleh manfaat, 
keadilan, keseimbangan kepentingan, keamanan dan keselamatan dan 
kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen   tidak ada pihak-pihak yang memiliki kedudukan 
yang lebih tinggi. Baik konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan 
kewajiban yang seimbang. Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan 
oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen  untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang digunakannya. Asas ini memberikan jaminan bagi 
customer pemegang kartu kredit dalam transaksi E-Commerce untuk 
memperoleh keamanan dan keselamatan dalam menggunakan kartu 
kreditnya. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen  dalam Pasal 4 juga memberi perlindungan bagi hak-hak 
konsumen dari kesembilan butir hak konsumen dalam Pasal 4 terlihat jelas 
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bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen  menjamin kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen 
dalam menggunakan barang dan / atau jasa yang dibelinya. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  juga 
dapat memberikan perlindungan bagi konsumen pada Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
mengatur larangan pencantuman klausa baku oleh pelaku usaha yang 
berisi pengalihan tanggung-jawab pelaku usaha dan lain-lain, yang dapat 
merugikan konsumen 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen diatur Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, yaitu 
sebagai berikut : 
Pasal 19, mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha 
terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan memberi 
ganti kerugian atas: kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen. Bentuk 
ganti rugi berupa : pengembalian uang, penggantian barang, atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab 
pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan 
pembuktian, sedangkan Pasal 22 menentukan bahwa pembuktian terhadap 
ada tidaknya unsur kesalahan dalam  kasus pidana  sebagaimana diatur 
dalam Pasal 19. 
Jika pelaku usaha menolak atau tidak memberi tanggapan dan/atau 
tidak memenuhi gantirugi atas tuntutan konsumen, maka menurut Pasal 23 
dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau 
mengajukan ke badan peradilan tempat kedudukan. 
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Dalam Pasal 27 menyebutkan hal-hal yang membebaskan pelaku 
usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila : 
f) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak 
dimaksut untuk diedarkan. 
g) Cacat barang timbul pada kemudian hari. 
h) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. 
Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan 
standardisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan 
kesepakatan semua pihak. 
i) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. 
j) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang 
dibeli atau jangka waktu yang diperjanjikan. Jangka waktu yang 
diperjanjikan itu adalah masa geransi. 
 
Beberapa ketentuan yang diperlukan dalam rangka melindungi 
konsumen dapat disebutkan antara lain sebagai berikut : 
1. Pengaturan antara hak dan kewajiban antara pihak pemegang, penerbit, 
dan penjual yang seimbang. 
2. Penegasan hak dari masing-masing pihak untuk dapat menggugat 
pihak lainnya. 
3. Kesempatan yang sama antara pemegang/calon pemegang kartu kredit 
untuk mendapatkan kartu kredit atau mendapatkan perlakuan yang 
sama, dalam arti bahwa penerbit tidak dapat melakukan perbedaan 
perlakuan kepada pemegang atau calon pemegang dengan 
alasan/kriteria yang tidak beralasan. 
4. kewajiban dari penerbit untuk melakukan disclosure terhadap 
pemegang, antara lain tentang hal-hal sebagai berikut: 
a. Besarnya bunga kredit dan cara menghitungnya . 
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b. Seluruh fee yang dipungut, seperti annual fee, card issuance fee, 
tranaction fee atau fee-fee lainnya. 
c. Denda keterlambatan atau biaya untuk cash payment. 
d. Grace periot antara penagihan dan keharusan pembayaran. 
e. Melarang penerbit untuk mencegah penjual dalam hal melakukan 
discount jika dilakukan pembayaran harga barang secara cash. 
f. Mensyaratkan penjual untuk mengembalikan harga pembelian 
yang dibeli dengan kartu kredit jika ada pengembalian barang 
karena salahnya penjual. 
g. Melarang pihak penjual dalam transaksi E-Commerce untuk 
memungut kelebihan biaya, jika dibeli dengan kartu kredit. 
h. Dalam hal ada proses dari pihak pemegang terhadap tagihan, 
mewajibkan penerbit untuk melakukan unfestasi secepatnya, dan 
melakukan koreksi secepatnya jika ada kesalahan dalam 
perhitungan pembayaran. 
i. Sistem pembayaran di Internet melalui E-Commerce memerlukan 
suatu persyaratan yang mencakup :  
1) Konfidensialitas untuk menjamin bahwa konsumen, pedagang 
dan informasi transaksi pembayaran tetap konfidensial. 
2) Integritas dari semua data yang ditransmisikan melalui jaringan 
publik seperti internet. 
3) Otentikasi dari pihak pembeli maupun pihak pedagang. 
4) Keamanan berkaitan dengan perlindungan atau jaminan 
keamanan dari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab. 
5) Mekanisme privacy untuk pertukaran informasi yang sifatnya 
umun maupun pertukaran data pembayaran. 
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6) Divisibilitas, berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik 
untuk volume besar maupun transaksi skala kecil. 
7) Interoperabilitas dari perangkat lunak, maupun jaringan dari 
penerbit kartu kredit dan perbankan. 
Seperti halnya transaksi elektronik konvensional, baik pembeli 
maupun penjual memerlukan otentikasi, yaitu sebuah jaminan bahwa 
seseorang yang sedang melakukan transaksi E-Commerce yang menggunakan 
kartu kredit  adalah benar-benar orang yang sah sebagai pemilik/pemegang 
kartu kredit tersebut, dalam hal ini penjual memeriksa otentikasi dengan 
tanda-tanggan yang tertera di kartu tersebut. Di dalam bertransaksi on-line di 
Internet menggunakan tanda-tanggan digital (digital signature) sebagai 
otentikasi pemegang kartu credit.  
Dalam penggunaan Digital Signature kita mengenal adanya dua pihak, 
yaitu : 
1. Certificate Authority (penyelenggara jasa). 
2.  Subscriber (konsumen). 
Sebagai penyelenggara jasa Certificate Authority harus menjamin 
hak-hak Subscriber, antara lain :  
a. Privacy  
Termaktub dalam Pasal 4 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Contoh: Ketika 
Subscriber meng"apply" kepada Certificate Authority, Subscriber akan 
dimintai keterangan mengenai identitasnya, besar kecilnya keakuratan 
dari identitas tersebut tergantung dari jenis tingkatan sertifikat tersebut. 
Semakin tinggi tingkat sertifikat maka semakin akurat pula identitas 
sebenarnya dari subscriber.  
Namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah Certificate 
Authority sebagai penyi data berkewajiban menjaga kerahasiaan 
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identitas subscriber dari pihak yang tidak berkepentingan. Certificate 
Authority hanya boleh mengkonfirm bahwa sertifikat yang dimiliki 
oleh subs adalah benar dan diakui oleh Certificate Authority. 
Di beberapa negara maju data pribadi mendapat perlindungan 
dalam undang-undang (data protection act). Di dalam Undang-Undang 
yang bersangkutan tercantum prinsip perlindungan data (Data 
Protection Principles) yang harus ditaati oleh orang-orang yang 
menyimpan atau memproses informasi dengan mempergunakan 
komputer yang menyangkut kehidupan orang-orang. Biro-biro 
komputer yang menyediakan jasa pelayanan bagi mereka yang hendak 
memproses informasi juga sama dikontrol dan harus melakukan 
pendaftaran menurut undang-undang tersebut. Individu-individu, yang 
informasi dirinya disimpan pada komputer, diberi hak-hak untuk akses 
dan hak untuk memperoleh catatan-catatan pembetulan dan 
penghapusan informasi yang tidak benar Pelanggaran terhadap prinsip-
prinsip perlindungan data dapat menyebabkan tanggung jawab, adapun 
prinsip-prinsip tersebut antara lain: 
1) Informasi yang dimuat dalam data pribadi harus diperoleh, dan 
data pribadi itu harus diproses, secara jujur dan sah.  
2) Data pribadi harus dipegang hanya untuk satu tujuan atau lebih 
yang spesifik dan sah.  
3) Data pribadi yang dikuasai untuk satu tujuan dan tujuan-tujuan 
tidak boleh digunakan atau disebarluaskan dengan melalui suatu 
cara yang tidak sesuai dengan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut.  
4) Data pribadi yang dikuasai untuk keperluan suatu tujuan atau 
tujuan-tujuan harus layak, relevan dan tidak terlalu luas dalam 
kaitannya dengan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut  
5) Data pribadi harus akurat dan, jika diperlukan, selalu up-to date.  
6) Data pribadi yang dikuasai untuk keperluan suatu tujuan atau 
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tujuan-tujuan tidak boleh dikuasai terlalu lama dari waktu yang 
diperlukan untuk kepentingan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut.  
7) Tindakan-tindakan pengamanan yang memadai harus diambil 
untuk menghadapi akses secara tidak sah, atau pengubahan, 
penyebarluasan atau pengrusakan data pribadi serta menghadapi 
kerugian tidak terduga atau data pribadi.  
 
 
8) Seorang individu akan diberikan hak untuk:  
a) Dalam jangka waktu yang wajar dan tanpa kelambatan serta 
tanpa biaya: 
(1) Diberi penjelasan oleh pihak pengguna data tentang 
apakah pihaknya menguasai data pribadi di mana individu 
yang bersangkutan menjadi subyek data; dan  
(2) Untuk akses pada suatu data demikian yang dikuasai oleh 
pihak pengguana data.  
b) Jika dipandang perlu, melakukan perbaikan atau penghapusan 
data. 
Prinsip yang terakhir berkaitan dengan pengamanan dan   
ancaman terhadap hal ini ada dua jenis:  
(1) Pengamanan dari akses tidak sah,  
(2) Dan berkaitan dengan copy-copy back up. pusat-pusat 
data yang berisi data pribadi. 
Masih berkaitan dengan masalah jaminan privacy dalam 
kaitannya dengan kunci privat, adalah harus adanya jaminan bahwa 
Certificate Authority  tidak berusaha mencari pasangan kunci publik 
dari susbscriber. Certificate Authority  mempunyai peluang yang besar 
untuk bisa menemukan kunci pasangan dari subscriber karena 
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Certificate Authority  mempunyai komputer yang lebih canggih untuk 
menemukannya. 
Selain itu harus ada jaminan bahwa pencipta kartu yang 
berisikan kunci privat juga tidak akan menyebarluaskan atau pun 
menggandakannya. Hal ini sangat logis sekali karena pembuat kartu 
selain mengetahui kunci publik juga mengetahui kunci privatnya 
karena ia adalah penciptanya. Untuk menjamin hal ini perlu adanya 
suatu notary sistem yang menjamin hal tersebut. 
b. Accuracy 
Termaktub dalam Pasal 4 butir (2), (3) dan (8) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam prinsip 
ini terkandung pengertian "ketepatan" antara apa yang diminta dengan 
apa yang didapatkan. Bahwa apa yang didapat oleh Subscriber sesuai 
dengan apa yang ia minta berdasarkan informasi yang diterimanya. 
Ketepatan informasi (informasi yang benar tanpa tipuan) juga 
merupakan prinsip accuracy. Sebagai contoh: Subscriber yang 
meminta level tertentu dari sertifikat sebaiknya tidak diberikan level 
yang lebih rendah atau lebih tinggi.  
Certificate Authority  juga berkewajiban memberitahukan 
segala keterangan yang berkaitan dengan penawaran maupun 
permintaan yang diajukan. 
Secara tidak langsung Subscriber berhak untuk mendapatkan 
Certificate Authority  yang berlisensi artinya ketika Subscriber 
mengakses Certificate Authority, terdapat praduga bahwa Certificate 
Authority  adalah Certificate Authority  yang sah dan berlisensi dan 
harus dilindungi dari penyimpangan Certificate Authority  yang 
gadungan. 
c. Property 
Termaktub dalam Pasal 4 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 
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Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Subscriber harus 
dilindungi hak miliknya dari segala penyimpangan yang mungkin 
terjadi akibat masuknya Subscriber ke dalam sistem ini. Artinya 
Subscriber berhak dilindungi dari segala bentuk penyadapan, 
penggandaan, dan pencurian. Jika hal ini terjadi maka Certificate 




Tercantum dalam Pasal 4 butir (4), (5), (6),dan (7) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Bahwa setiap pribadi berhak medapat perlakuan yang sama dalam hal 
untuk mengakses dan informasi. Artinya tiap Subscriber bisa masuk ke 
dalam sistem ini jika memenuhi persyaratan, dan ia bisa 
mempergunakan sistem ini tanpa adanya hambatan. Subscriber juga 
berhak untuk di dengar pendapat dan keluhannya. 
Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik Pasal 5 menyatakan : 
(1) Informasi elektronik dan atau hasil cetakan dari informasi elektronik 
merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah baik dalam 
peradilan perdata, pidana, tata usaha dan peradilan lainya. 
(2) Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti 
yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 
(3) Informasi elektronik dinyatakan sah apabila mengunakan system 
elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
(4) Ketentuan mengenai informasi elektronik sebagaiman dimaksud dalam 
ayat (1) tidak berlaku untuk: 
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a Pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat; 
b Pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan 
putusnya perkawinan; 
c Surat-surat berharga yang menuntut undang-undang harus dibuat 
dalam bentuk tertulis; 
d Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak; 
e Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan ;dan 
f Dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaries atau pejabat 
yang berwenang. 
Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
mengatur tentang  hukum perjanjian yang mengikat para pihak yang 
termaktub dalam Pasal 20: 
(1) Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat 
para pihak. 
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi 
transaksi internasional yang dibuatnya . 
(3) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi 
elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas-asas 
Hukum Perdata Internasional. 
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, 
arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternative yang berwenang 
menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik. 
(5) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud 
ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga 
penyelesaian sengketa alternative yang berwenang menangani sengketa 
yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas-asas 
Hukum Perdata Internasional. 
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Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa transaksi elektronik harus 
sepakat untuk meengunakan sistem elektronik tertentu. Kesepakatan dapat 
dilakukan secara eksplisit maupun implisit (diam-diam). Seperti halnya dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sahnya 
Perjanjian yaitu: 
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan 
syarat-syarat  obyek (orang-orangnya) maupun subjek , untuk menyatakan 
keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud kesepkatan adalah penyesuaian 
pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainya. ( 
Salim H.S,2005:33) 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
Cakap disini artinya adalah sudah dewasa dan tidak berada 
bibawah pengampuan. R. Subekti, menyatakan bahwa pada asasnya, setiap 
orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah 
cakap menurut hukum. (Subekti,1987:17). Selain kedua syarat cakap 
menurut  R. Subekti di atas, syarat cakap menurut hukum harus 
ditambahkan pula dengan ketentuan tidak dilarang oleh undang-undang 
seperti yang diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum 
perdata bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh 
undang-undang tidak dinyatakan cakap. 
3. Suatu hal tertentu  
Sesuatu hal tertentu,artinya barang yang dijadikan objek dalam 
transaksi adalah barang yang harus tertentu atau cukup jelas. Harus jelas 
mengenai jenisnya, kualitasnya, warna, ciri khusus, tahun pembuatannya, 
dan lain-lainnya. 
Termaktub dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Rancangan Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik  bahwa transaksi elektronik (E-
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Commmerce) tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan, kebiasan dan praktek perdagangan yang tidak bertentangan 
dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. 
Peraturan perundang-undangan Indonesia yang terbaru yang masih 
berbentuk Rancangan Undang-Undang Tentang  Informasi dan Transaksi 
Elektronik memberikan perlindungan hukum bagi merchant dan customer 
dalam melakukan transaksi E-Commerce yang memberikan kekuatan hukum 
tetap jika terjadi sengketa perdata. 
B. Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik  
Perkembangan hukum kontrak dewasa ini banyak melahirkan institusi-
institusi baru sehubungan dengan makin bertambahnya variasi bentuk kontrak 
serta seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang terjadi 
dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga persyaratan persyaratan 
kontrak yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
memunculkan sejumlah konsekuensi yuridis yaitu mana kala terjadi hal-hal 
yang mengandung deviasi atau penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat 
kontrak yang ada. 
Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu 
peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya 
bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. (Subekti,1992:5) Asas-asas 
hukum dalam hukum perjanjian antara lain: 
1. Asas Konsensualitas 
Asas konsesualitas dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal itu  ditentukan bahwa 
salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua 
belah pihak. (Salim H.S,2005:10) 
2. Asas Kekuatan Mengikat 
Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata  “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.”, di dalam Pasal 1339 Kitab 
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Undang-Undang Hukum Perdata dimasukan prinsip kekuatan mengikat, 
“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas 
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga hal-hal yang diharuskan oleh 
kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” 
 
 
3. Asas Kebebasan Berkontrak  
Kepentingan untuk masyarakat menuntut dan menetapkan pula 
pembatasan kebebasan untuk mengadakan sebuah kontrak. Prinsip 
kebebasan berkontrak disebut sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia. 
Kebebasan berkontrak ditinjau dari dua sudut, yakni dalam arti 
materil dan formil. Kebebasan berkontrak dalam arti materil adalah 
memberikan kepada sebuah perjanjian setiap isi atau subtansi yang 
dikehendaki, dan bahwa kita terikat pada tipe-tipe perjanjian tertentu. 
(Salim H.S,2005:9) 
Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak dalam 
arti formil adalah sebuah perjanjian dapat diadakan menurut cara yang 
dikehendaki. pada prinsipnya di sini tidak ada persyaratan apapun tentang 
bentuk. kesepakatan para pihak saja sudah cukup. Pasal 1338 ayat 1 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya.” (Subekti,1992:15) 
Konsekuensi-konsekuensi yuridis dimaksud dapat berupa nuitis atau 
pembatalan demi hukum (null and void) atau dapat pula dibatalkan secara 
hukum (vernietigbaar). Syarat-syarat kontrak merupakan hal yang memiliki 
konsekuensi yuridis serta  menentukan validitas dan daya paksa yang dimiliki 
oleh suatu kontrak.Sebaliknya,unsur-unsur kontrak lebih dipandang sebagai 
substansi atau isi kontrak.Unsur-unsur kontrak dapat dibedakan menjadi tiga 
kelompok yaitu: 
1. Unsur essensial, terdiri dari : 
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g) Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini di 
dasarkan pada peryataan kehendak dari beberapa pihak. 
h) Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri. 
i) Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut tergantung satu 
dengan lainnya. 
j) Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum. 
k) Akibat hukum tadi adalah untuk kepentingan yang satu atas beban 
yang lain atau timbal-balik yaitu untuk kepentingan dan beban kedua 
belah pihak. 
l) Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku 
khusus bagi perjanjian-perjanjian formil, dimana diharuskan adanya 
suatu bentuk tertentu. 
2. Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, 
dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebut secara 
khusus sudah merupakan bagian yang ada pada perjanjian tersebut. Contoh 
jaminan kenikmatan, aman, dan tidak adanya cacat-cacat tersembunyi dari 
penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual-beli. 
3. Unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang secara khusus 
diperjanjikan oleh para pihak, dimana undang-undang sendiri tidak 
mengatur tentang hal tersebut. 
Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak ada perjanjian, 
berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak. 
Terhadap kontrak elektronik diterapkan ketentuan–ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata.Dalam kaitan hal tersebut, berikut ini akan 
dikemukakan secara garis besar beberapa hal penting dalam hukum perikatan. 
Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 ditentukan 
bahwa: 
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“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” 
 Untuk sahnya suatu kontrak maka harus dilihat syarat-syarat yang 
diatur di dalam Pasal 1320  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
menentukan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah:  
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud kesepkatan adalah penyesuaian 
pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainya. ( 
Salim H.S,2005:33) 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
Cakap disini artinya adalah sudah dewasa dan tidak berada 
bibawah pengampuan. R. Subekti, menyatakan bahwa pada asasnya, setiap 
orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah 
cakap menurut hukum. (Subekti,1987:17). Selain kedua syarat cakap 
menurut  R. Subekti di atas, syarat cakap menurut hukum harus 
ditambahkan pula dengan ketentuan tidak dilarang oleh undang-undang 
seperti yang diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum 
perdata bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh 
undang-undang tidak dinyatakan cakap. 
3. Suatu hal tertentu  
Sesuatu hal tertentu,artinya barang yang dijadikan objek dalam 
transaksi adalah barang yang harus tertentu atau cukup jelas. Harus jelas 
mengenai jenisnya, kualitasnya, warna, ciri khusus, tahun pembuatannya, 
dan lain-lain. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan suatu hal tertentu 
adalah dengan mengkaji rumusan dalam : 
Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 
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“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat 
menjadi pokok persetujuan-persetujuan.” 
Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 
“Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang 
yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa 
jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan 
dan dihitung.” 
Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
“Barang-barang yang baru akan ada kemudian hari dapat menjadi 
pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan 
suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan 
sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan kesepakatannya orang 
yang nantinya akan meningalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian 
itu” 
Ketiga Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu 
adalah objek perjanjian harus berupa suatu hal tertentu atau suatu barang 
atau benda yang dapat ditentukan jenisnya. (Johannes Ibrahim,2004:47) 
4. Suatu sebab yang halal. 
Suatu  sebab yang halal maksudnya dalam perjanjian tentunya 
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan 
ketertiban umum. 
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena 
mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. 
Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena 
mengenai perjanjiannya oleh objek oleh perbuatan hukum yang dilakukan 
itu. Bila suatu perjanjian mengandung cacat pada subjek yaitu syarat 
sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, 
memberi kemungkinan untuk dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang cacat 
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dari segi objeknya , yaitu syarat suatu hal tertentu atau suatu sebab yang 
halal adalah batal karena hukum. 
Kontrak dalam  hal tidak dipenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan 
unsur kedua (kecakapan), maka kontrak tersebut dapat dibatalkan.sedangkan 
unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (sebab yang halal) tidak 
dipenuhi, maka kontrak dapat batal demi hukum. 
Mengenai barang yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian, 
maka Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan barang 
tersebut harus dapat diperdagangkan, sedangkan Pasal 1333 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyatakan barang harus ditentukan jenisnya dan 
dapat dihitung.barang-barang yang baru akan ada pada masa yang akan datang 
juga dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1334 kitab undang –undang 
hukum perdata ), sementara itu di dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dikatakan bahwa “suatu perjanjian hanya berlaku diantara 
para pihak yang membuatnya” 
Perjanjian  tidak dapat merugikan pihak ketiga, perjanjian tidak dapat 
pula menguntungkan pihak ketiga selain dalam hal  yang ditentukan dalam 
Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dengan demikian,  
seorang kreditur dapat mengajukan pembatalan segala tindakan debitur yang 
tidak diwajibkan  oleh kreditur  yang merugikan kreditur yang seperti yang 
termaktub dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Pada prinsipnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
bentuk suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu  tetapi 
ada beberapa perjanjian  yang secara formal harus dibuat dalam berbentuk 
notariel karma bentuk notariel menciptakan alat bukti kuat seperti yang diatur 
dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Perjanjian yang dilakukan di cyberspace, peraturan dasarnya memiliki 
perbedaan. namun, bagaimanapun juga, didalam cyberspace ini terdapat 
keadaan–keadaan yang sama sekali baru dan tidak ada suatu ketentuan pun 
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berlaku terhadapnya.di dalam cyberspace ini, ketidakpastian dan resiko bisnis 
sangatlah tinggi, oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus 
memperhatikan  elemen-elemen cyberspace bargain (tawar menawar dalam 
cyberspace ). Karena minimnya pengalaman yang dimiliki oleh Indonesia 
dalam hal pengaturan cyberspace maka peraturan tersebut akan dilakukan 
dengan merujuk pada teori-teori hukum yang berkenan dengan transaksi 
elektronik. 
Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas 
ditentukan didalamnya,melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat  
perjanjian tersebut dituntut berdasarkan keadilan, kebiasan atau undang-
undang yang diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat-syarat 
yang diperjanjikan menurut kebiasan harus diangap telah termasuk dalam 
suatu perjanjian, walaupun tidak  tegas dimasukan dalam perjanjian.dalam hal 
terjadinya wanprestasi seorang debitur harus dihukum untuk menganti biaya 
kerugian dan bunga,apabila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak 
melaksanakan perjanjian tersebut atau tidak tepatnya waktu didalam 
melaksanakan perjanjian tersebut disebabkan oleh suatu kejadian tidak 
terduga,yang tidak dapat dipertangung jawabkan kepadanya walaupun tidak 
ada itikad buruk kepadanya yang tercantum dalam Pasal 1244 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. 
Pengantian biaya kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya 
perjanjian mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai, tetap lalai 
memenuhi perjanjian, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan 
hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu 
yang telah ditentukan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.tidak 
ada pengatian biaya kerugian apabila karena keadaan  memaksa atau karena 
hal yang terjadi secara kebetulan debitur kehalang untuk memberikan atau 
berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang 
terlarang baginya (Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 
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Penjelasan umum  rancangan undang-undang informasi elektronik dan 
transaksi elektronik yang disusun oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi 
Universitas Indonesia dijelaskan bahwa pada dasar yang dimaksud dengan 
“Transaksi Elektronik” atau E-Commerce adalah perikatan atau hubungan 
hukum yang dilakuakn secara elektronik dengan memadukan jaringan dari 
sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi yang 
selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. 
dijelaskan pula bahwa dalam lingkup keperdataan, khususnya aspek perikatan, 
makna transaksi tersebut akan merujuk pada semua jenis dan mekanisme  
dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yakni 
mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lainnya 
yang lahir sesuai dengan perkembangan  mekanisme perdagangan didalam 
masyarakat. Sedangkan, dalam lingkungan publik maka hubungan hukum 
tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara dengan pemerintah 
maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksudkan 
untuk tujuan-tujuan perniagaan. dengan demikian, makna transaksi secara 
elektronik atau E-Commerce disini mencakup setiap perdagangan baik barang 
maupun jasa yang dilakukan melaui jaringan komputer atau media elektronik 
lainnya. Berdasarkan  uraian tersebut dapat diketahui bahwa: 
1. E-Commerce sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan jasa 
(perdagangan konvensional atau jual beli biasa atau jual beli perdata); 
2.  E-Commerce pada prinsipnya merupakan perdsagangan biasa yang 
bersifat khusus karena dalam transaksi-transaksi tersebut sangan dominant 
peranan media dan alat-alat elektronik  
Apabila dicermati sejarahnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
mulai diberlakukan di negeri Belanda sejak tanggal 1 Oktober 1838 dan mulai 
diberlakukannya di Indonesia sejak tanggal 1 April 1848 yang berarti bahwa 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dibuat kurang lebih satu 
setengah abad yang lalu. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila transaksi 
elektronik atau E-Commerce belum terantisipasi dalam kodifikasi dimaksud. 
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sekalipun demikian, mengingat bahwa E-Commerce memilik dasar hukum 
perdagangan biasa maka selama tidak diatur dalam ketentuan khusus, 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perdagangan biasa, misalnya 
ketentuan tentang jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
adalah berlaku terhadap transaksi-transaksi E-Commerce. Sebagai contoh 
adalah jual beli biasa yang diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang saat 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya 
membayar harga yang telah dijanjikan. Selanjutnya dalam Pasal 1458 
disebutkan bahwa jual beli itu dianggap terjadi antara kedua belah pihak 
seketika setelahnya orang-orang tersebut mencapai kata sepakat tentang 
kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan 
dan harganya belum dibayar. Dari ketentuan diatas dapat diketahui pula 
bahwa: 
1. Jual beli merupakan suatu perjanjian, sehingga terhadapnya berlaku 
ketentuan perikatan sebagaimana tersebut dalam Buku III Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. 
2. Jual beli merupakan perjanjian konsensuil, yaitu sudah terbetuk sejak 
adanya kata sepakat mengenai barang dan harganya. 
3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sudah terjadi sejak adanya 
kata sepakat meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan. 
Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik Pasal 5 menyatakan : 
(1) Informasi elektronik dan atau hasil cetakan dari informasi elektronik 
merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah baik dalam 
peradilan perdata, pidana, tata usaha dan peradilan lainya. 
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(2) Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat 
bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 
(3) Informasi elektronik dinyatakan sah apabila mengunakan system 
elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
(4) Ketentuan mengenai informasi elektronik sebagaiman dimaksud dalam 
ayat (1) tidak berlaku untuk: 
a. Pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat; 
b. Pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan 
putusnya perkawinan; 
c. Surat-surat berharga yang menuntut undang-undang harus dibuat 
dalam bentuk tertulis; 
d. Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak; 
e. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan ;dan 
f. Dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris 
atau pejabat yang berwenang. 
Termaktub dalam Pasal 11 dan Pasal 12  Rancangan Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan  bahwa tanda tangan 
elektronik (Digital Signature) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum 
yang sah  dan teknik, metode, sarana, atau proses pembuatan tanda tangan 
elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan dalam undang-undang. 
Persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 11 dan  Pasal 12  di jelaskan 
dalam Pasal 13 yaitu sebagai berikut : 
a. Data pembuatan tanda tangan terkait hanya kepada penanda tangan saja. 
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b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses 
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan; 
c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah 
waktu  penandatanganan dapat diketahui; 
d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda 
tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 
e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengindentifikasi siapa 
penandatanganannya; 
f. terdapat tata cara tertentu untuk menunjukan bahwa penandatanganan 
telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait. 
Untuk memberikan pengamanan terhadap tanda tangan elektronik 
Customer berkewajiban untuk pengamanan atas tanda tangan elektronik yang 
digunakannya.(Pasal 14 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik) Penyelengaran sertifikasi elektronik wajib menyediakan 
informasi  yang sepatutnya kepada para penguna jasanya yang meliputi: 
1. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan; 
2. Hal-hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data pembuatan tanda 
tangan elektronik; 
3. Hal-hal yang dapat menunjukan keberlakuan dan keamanan tanda tangan 
elektronik. (Pasal 16 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.  
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada umumnya 
berisikan ketentuan mengatur (aanvullendrecht), demikian pula halnya dengan 
ketentuan mengenai jual beli. dengan demikian pengaturan E-Commerce pada 
prinsipnya dapat mempergunakan ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan ketentuan tentang jual beli yang termaktub didalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi karena seperti yang telah 
dikemukakan sebelumnya bahwa transaksi elektronik atau E-Commerce 
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memiliki sifat yang khusus, maka dapat dilakukan penyimpangan atau 
pengembangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata a quo. 
Sebaliknya, mengenai hal-hal yang merupakan asas hukum umum yang 
bersifat memaksa hendaknya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan 





C. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Kredit dalam Transaksi E-
Commerce 
Dalam permasalahan pembayaran transaksi E-Commerce yang 
menggunakan charge card atau credit card, timbul pula permasalahan  
hukum, apakah pembayaran yang dilakukan dengan charge card/credit card 
merupakan pembayaran mutlak ataupun pembayaran bersyarat kepada penjual 
barang. Permasalahan itu muncul jika pemegang kartu (card holder) menolak 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran atas beban charge 
card/credit card miliknya dengan berbagai alasan. Misalnya karena alasan 
barang yang dibeli mengandung cacat, ataupun karena alasan nomor kartu 
kredit tersebut dipergunakan oleh orang yang tidak berhak Dengan cara 
membelanjakannya di berbagai virtual store di internet. Permasalahan lainnya, 
apakah pemegang kartu kredit (card holder) mempunyai hak untuk 
membatalkan pembayaran yang telah dilakukannya, dengan meminta supaya 
perusahaan penerbit kartu (card issuer) tidak melaksanakan pembayaran atas 
tagihan yang dilakukan oleh pedagang yang menerima pembayaran dengan 
kartu. Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut, didalam transaksi E-
Commerce dibutuhkan suatu sistem keamanan. 
Untuk menentukan apakah transaksi E-Commerce tersebut adalah sah 
maka harus terlebih dahulu dilihat apakah transaksi E-Commerce tersebut 
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telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat pertama dipenuhi apabila 
para pihak dalam transaksi E-Commerce yaitu customer (pembeli), dan 
merchant (penjual) terlebih dahulu mencapai kata sepakat untuk melakukan 
transaksi tersebut. Kesepakatan tersebut harus terjadi tanpa adanya paksaan, 
kekhilafan atau penipuan. Apabila ketentuan ini telah dipenuh, maka syarat 
pertama telah terpenuhi. Syarat kedua adalah kedua belah pihak harus cakap 
untuk melakukan transaksi E-Commerce tersebut. Cakap disini artinya adalah 
sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan. R. Subekti, menyatakan 
bahwa pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan 
sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, selain kedua syarat cakap 
menurut  R. Subekti di atas, syarat cakap menurut hukum harus ditambahkan 
pula dengan ketentuan tidak dilarang oleh undang-undang. Apabila salah satu 
atau kedua ketentuan diatas tidak memenuhi maka transaksi E-Commerce 
tersebut apat dibatalkan, apabila ada pihak-pihak yang memohon agar trnsaksi 
E-Commerce tersebut dibatalkan kepada pengadilan. Syarat ketiga adalah 
suatu hal tertentu,artinya barang yang dijadikan objek dalam transaksi E-
Commerce adalah barang yang harus tertentu atau cukup jelas. Harus jelas 
mengenai jenisnya, kualitasnya, warna, ciri khusus, tahun pembuatannya, dan 
lain-lain.  
Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang harus dapat 
ditentukan atau dihitung kemudian, hanya barang-barang yang dapat 
diperdagangkan dan diperkenankan untuk barang yang baru akan ada di 
kemudian hari, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Syarat keempat 
adalah sebab yang halal. Transaksi E-Commerce tersebut tidak boleh 
bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan 
kesusilaan (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Apabila 
syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka transaksi E-Commerce 
tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum. Transaksi E-Commerce yang 
sah akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. 
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Perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi E-
Commerce dapat kita lihat dari peraturan hukum yang mengatur Kartu kredit 
yaitu: 
1. Perjanjian Antara Para Pihak Sebagai Dasar Hukum  
Sebagaimana diketahui, bahwa sistim hukum kita menganut asas 
kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata). 
Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian 
yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang 
membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal  1338 ayat (1) ini, maka 
asal saja dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasan 
yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan atau tulisan)yang dibuat oleh 
para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai 
undang-undang bagi para pihak tersebut. 
Dan ternyata ada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka 
yang berhubungan dengan penerbitan dan pengoprasian kartu kredit 
tersebut. Karena itu Pasal 1338 ayat (1) dapat menjadi salah satu dasar 
hukum berlakunya . 
Dengan demikian pula, tentunya Pasal-Pasal dalam buku ketiga  
berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenan dengan kartu kredit. 
(Johannes Ibrahim,2004:29) 
2. Perundang-undangan Sebagai Dasar Hukum 
Seperti yang telah disebutkan bahwa baik Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata maupun Kitab Udang-Undang Hukum Dagang tidak 
dengan tegas memberikan tidak dengan tegas memberikan  dasar hukum 
bagi eksistensi kartu kredit, tetapi ada beberapa perundang-undangan lain 
yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap 
penerbitan dan penggoprasian kartu kredit ini. Yaitu sebagai berikut : 
a. Keppres Nomor 6 Tahun 1998, tentang Lembaga Pembiayaan  
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Pasal 2 ayat (1) dari Keppres Nomor 61  antara lain 
menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga  Pembiayaan 
adalah melakukan usaha kartu kredit.sementara dalam Pasal 1 ayat 
(7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Kartu 
Kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam 
rangka pembelian barang atau jasa dengan menpergunakan kartu 
kredit. 
 
Selanjutnya menurut Pasal 3 dari Keppres Nomor 61, yang 
dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut, termasuk 
kegiatan kartu kredit adalah: 
1) Bank. 
2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (sekarang sudah tidak ada lagi 
dalam sistem hukum keuangan kita). 
3) Perusahaan pembiayaan. 
b. Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1998, tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan 
sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan 
Menteri Keuangan RI No. 448/ KMK.017/2000 tentang Perusahaan 
Pembiayaan. 
Pasal 2 dari Keputusan Menkeu Nomor 1251 kembali 
menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan Lembaga Pembiayaan 
adalah usaha kartu kredit. 
Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan 
kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit 
yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran 
pengadaan barang atau jasa. 
 c 
c. Undang-Undang  No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, seperti yang 
telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. 
Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan 
yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, seperti yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf (I), 
dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah 
melakukan usaha kartu kredit. 
d. Berbagai Peraturan Perbankan Lainnya. 
Masih terdapat berbagai peraturan perbankan lainnya yang 
mengatur lebih lanjut atau menyinggung tentang kartu kredit  ini, 
yang dikeluarkan dari waktu ke waktu. . (Johannes Ibrahim,2004:29-
32). 
 Beberapa unsur perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata : 
1. Unsur Naturalia, unsur ini adalah unsur yang melekat pada perjanjian. 
Walau tanpa diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian tetapi tetap 
dianggap melekat pada perjanjian. Dalam transaksi E-Commerce ini unsur 
naturalia terdapat pada kewajiban bagi merchant untuk memberi jaminan 
keamanan bagi para customer dalam melakukan transaksi E-Commerce. 
2. Unsur Accidentalia, unsur ini adalah unsur yang harus dinyatakan secara 
tegas dalam perjanjiann.  
3. Unsur accidentalia pada transaksi E-Commerce ini terdapat pada 
penentuan alat pembayaran yang akan digunakan yaitu kartu kredit, alamat 
pengiriman barang dan sebagainya. 
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
mengandung makna tentang asas kebebasan-kebebasan berkontrak. Asas ini 
menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku seperti 
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undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Disebut asas kebebasan 
berkontrak karena asas ini membebaskan para pihak untuk : 
1. Membuat perjanjian atau tidak. 
2. Memilih dengan siapa akan membuat perjanjian. 
3. Menentukan isi perjanjian. 
4. Menentukan bentuk perjanjian. 
5. Menentukan cara pembuatan perjanjian. 
Walaupun ada asas kebebasan berkontrak tetapi harus diperhatikan 
juga bahwa kebebasan berkontrak tersebut tidak meliputi klausula exonoratie, 
yaitu suatu klausula dalam suatu perjanjian dalam mana diterapkan adanya 
pembebasan  atau pembatasan dari tanggungjawab tertentu, yang seharusnya 
menjadi tanggungjawab. Klausula exonoratie sering kali sangat merugikan 
bagi pihak customer karena pihak merchant sering kali menggunakan klausula 
ini untuk melepaskan diri dari tanggung jawab-tanggung jawabnya. 
Asas kebebasan berkontrak juga berlaku bagi perjanjian yang tidak 
bernama. Perjanjian tidak bernama tunduk pada aturan Pasal 1319 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian (transaksi) E-Commerce adalah 
merupakan perjanjian yang terjadi dalam praktek  dan tidak diatur 
ketentuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
(J.satrio,2001:119)  
Perjanjian jual-beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Unsur-unsur pokok dalam jual-beli adalah adanya barang dan 
harga, berdasarkan asas “konsensualisme” dalam hukum perdata, transaksi 
jual-beli telah terjadi pada saat terjadinya kata sepakat mengenai harga dan 
barang. Kesepakatan dalam transaksi E-Commerce terjadi pada saat customer 
mengisi daftar pembelian sebagai pemesanan atau Digital Order (DO), 
menekan tombol  bay(Beli) dan mengirimkan pemesanan barang dan atau jasa 
yang dikehendaki tersebut ke situs milik merchant. Pemesanan atas barang 
dan jasa tersebut dapat dianggap sebagai persetujuan atau sepakatnya 
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customer atas kualifikasi barang dan harga yang telah ditawarkan oleh pihak 
merchant di dalam webstore. Transaksi E-Commerce mensyaratkan bahwa 
merchant harus menjamin barang yang disepakati sampai di tangan customer 
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Tindakan menyerahkan 
barang tersebut disebut sebagai “levering”. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian 
jual-beli menganut  “sistem obligatoir”, artinya perjanjian jual-beli meletakan 
hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak, jadi apabila 
customer belum menerima barang yang telah disepakati, maka hak milik atas 
barang tersebut belum ada pada pihak customer, sehingga tanggung jawab atas 
barang masih ada pada pihak merchant. Perjanjian jual-beli juga menganut 
“sistem causal” atau sistem sebab-akibat, artinya jika titel yang mendasarinya 
tidak sah, maka levering tidak sah . 
Tanggung jawab Pihak Merchant dan Bank Terhadap Kerugian Yang 
Dialami Oleh Customer Pemegang Kartu Kredit Berdasarkan dan  Undang-
Undang Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen  memberikan perlindungan bagi konsumen dengan 
mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan jasa, untuk memenuhi 
jaminan dan / atau garansi yang disepakati atau / yang diperjanjikan. Customer 
dapat menggunakan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen  ini menurut pihak bank dan merchant agar 
menyediakan sistem keamanan yang dapat menjamin kerahasiaan data kartu 
kreditnya. 
Pasal 33 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, melarang kepada setiap orang untuk mengunakan dan atau 
mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak  atau 
melampaui wewenang dengan maksud memperoleh keuntungan atau 
memperoleh informasi keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari 
lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu atau yang 
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mengandung data laporan nasabahnya. Dalam Pasal 33 ayat (2) melarang 
kepada setiap orang mengunakan dan atau mengakses dengan cara apapun 
kartu kredit  atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam 
transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan. 
Pasal 34  Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik melarang kepada setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum 
mengunakan dan atau mengakses komputer dan atau komputer dan atau sistem 
elektronik lembaga keuangan dan atau perbankan yang dilindungi secara tanpa 
hak atau melampaui wewenangnya, dengan maksud menyalahgunakan, dan 
atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya. 
Termaktub dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlindungan hukum bagi pemilik 
kartu kredit dalam transaksi E-Commerce dengan melarang kepada seorang 
(merchant) mengunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 
elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud 
keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari lembaga perbankan 
atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau 
yang mengandung data laporan nasabahnya. Marchant dilarang mengunakan 
dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, 
maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
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1. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan hukum dalam 
transaksi  E-Commerce  terdapat peraturan yang melindungi para pihak 
yang melakukan transaksi E-Commerce. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 mengatur tentang asas perlindungan konsumen. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999  dalam Pasal 4 juga memberi perlindungan 
bagi hak-hak konsumen dari kesembilan butir hak konsumen dalam Pasal 4 
terlihat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  menjamin 
kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen dalam menggunakan 
barang dan / atau jasa yang dibelinya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999  juga dapat memberikan perlindungan bagi konsumen pada Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 . Pasal 18 Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999  mengatur larangan pencantuman klausa baku oleh pelaku 
usaha yang berisi pengalihan tanggung-jawab pelaku usaha dan lain-lain, 
yang dapat merugikan konsumen. 
2. Kontrak elektronik pada dasarnya sama seperti kontak tertulis dan memiliki 
kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah seperti yang termaktub dalam 
Pasal 11 dan Pasal 12 Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik (Digital Signature) 
memiliki kekuatan hukum dan  akibat hukum yang sah dan teknik, metode, 
sarana, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik (Digital Signature) 
memiliki hukum yang sah selama memenuhi persyaratan undang-undang. 
 
 
3. Perlindungan hukum yang diberikan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999  memberikan perlindungan bagi konsumen dengan 
mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan jasa, untuk memenuhi 
jaminan dan / atau garansi yang disepakati atau / yang diperjanjikan. 
Customer dapat menggunakan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999  ini menurut pihak bank dan merchant agar menyediakan sistem 
keamanan yang dapat menjamin kerahasiaan data kartu kreditnya. 
Selanjutnya, termaktub dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan 
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Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlindungan hukum 
bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi E-Commerce dengan melarang 
kepada seorang (merchant) mengunakan dan atau mengakses komputer dan 
atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya 
dengan maksud keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari 
lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau 
kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya. 
Marchant dilarang mengunakan dan atau mengakses dengan cara apapun 
kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam 















Selanjutnya dengan mengacu pada permasalahan yang terjadi dalam 
transaksi E-Commerce, maka disarankan: 
1. Kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para pihak 
terkait yang melakukan transaksi melalui media elektronik (E-Commerce) 
dengan menegakan peraturan hukum yang berlaku untuk mengatur 
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transaksi E-Commerce agar memberikan rasa aman kepada para pelaku 
perdagangan baik penjual dan pembeli. 
2.  Kepada para pemilik kartu kredit harus lebih berhati-hati dalam 
melakukan transaksi E-Commerce dengan menganti nomor PIN (Personal 
Identification Number) setiap setelah melakukan transaksi E-Commerce 
agar tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertngung  jawab. 
3. Kepada pihak penerbit Kartu Kredit atau Bank agar setiap penguna Kartu 
Kredit yang melakukan transaksi dimintai informasi atas kebenaran kepada 
pemilik kartu setiap pemilik kartu melakukan transaksi. 
4. Kepada pengusaha (Marchant) harus lebih berperan aktif untuk 
memintakan informasi identitas penguna kartu kredit dan menyimpan 
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